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ABSTRAK  

  

DANGDUT 2021. Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Pada 

Pemrintahan Desa (Studi Kasus Desa Bonda Kase Kecamatan Natal Kabupaten 

Mandailing Natal) Tahun 2020. Pembimbing I Skripsi I Oleh Dr. Nurlaila,MA dan 

Pembimbing Skrisi II Oleh Tri Inda Fadhila Rahma, M.E.  

  

Pada penelitian saya ini tentang mengenai perencanaan pengelolaan keuangaan 

desa di Desa Bonda Kase dan apakah sudah sesuai mengenai perencanaan 

pengelolaan keuangan desa di Desa Bonda Kase dengan perencanaan keuangan 

desa menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Desa. Didalam penelitian ini saya menggunakan jenis penelitian 

kualitatif deskriptif dengan menggunakan data primer dan sekunder yang 

dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Untuk 

keabsahan data di periksa  dengan cara menggunakan metode teknik triangulasi. 

Pada hasil penelitian ini adalah perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa 

Bonda Kase dan analisis kesesuaian antara perencanaan pengelolaan keuangan desa 

di Desa Bonda Kase dengan perencanaan keuangan menurut Permendagri Nomor 

20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Hasil tersebut 

dibandingkan dengan hasil wawancara dengan kepala desa Bonda Kase dan 

pendamping desa Bonda Kase yang merupakan bagian dari perangkat Desa terkait 

perencanaan pengelolaan keuangan desa diDesa Bonda Kase dapat disimpulkan 

Perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Bonda Kase telah berusaha 

mengikuti Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.dan juga Perencanaaan pengelolaan 

keuangan desa di Desa Bonda Kase dengan perencanaan pengelolaan keuangan 

desa menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan 

desa tidak sesuai dengan tahap pelaporannya dan pertanggungjawabannya  

Kata kunci : Perencanaan pengelolaan keuangan desa, Pelaksanaan 

Penatausahan, pelaporan, pertanggungjawaban laporan keuangan desa  

dengan  Permendagri 20 Tahun 2018 dan APBDesa.   

KATA PENGANTAR  

Assalamu’alaikum Wr.Wb  
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BAB I  

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah  

 Luasnya wilayah indonesia tidak luput dikarenakan terdiri dari banyaknya 

pulau baik itu pulau yang besar maupun kecil. Demi mensejahterakan 

rakyat sesuai dengan pembukaan UUD 1945 maka pemerintah sejak masa 

pemerintahan presiden Ir.soekarno membentuk pemerintahan desa guna 

membantu pemerintahan pusat dalam mensejahterakan rakyat mulai dari 

wilayah terkecil dan sulit dijangkau.   Desa yaitu sebagai pemerintahan 

yang langsung bersentuan pada masyarakat yang focus dalam 

pembangunan pemerintah,hal tersebut suatu bagian wilayah Indonesia yang 

besar yang terletaak pada pedesaa. Berdasarkan Undang – Undang No 6 

Tahun 2004  tentang desa menyatakan bahwa “penatatausahaankeuangan 

pemerintahan desa terpisah dari keuanganpemerintahan kabupaten”. Jadi 

pemisahan keuangan desa yang memiliki kewenangan dan pemebiayaan 

dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah, tetapi keinginan 

untuk memingkatkan keefisien dan efektifitas pengelolahan sumber daya 

keungan dalam rangka kesejaterahan dalam pelayanan pada masyarakat.1  

 Secara universal, desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang 

dipimpin oleh Kepala Desa dari sebuah pemilihan rakyat secara langsung 

melalui pemilihan umum atau biasa disebut dengan PILKADES. Dalam 

menjalankan suatu pemerintahan di desa, Kepala Desa dibantu oleh staf 

desa. Staf desa ini menjalankan pekerjaannya sesuai dengan kedudukannya 

masing-masing, antara lain; sekretaris desa, kepala urusan umum, kepala 

                                                
1 Bukhari. 2012, SIstem pemerintahan desa.http://bukharistyle.blogspot.com/2012/01/Sistem 

pemerintahan desa.html, h. 24  



2  

  

 

urusan pembangunan, kepala urusan keuangan, kepala urusan 

pemerintahan, kepala urusan kesejateraan rakyat dan kepala desa.2 

1  

  

Dari penjelasan diatas sudah jelaslah sepatutnya pemerintahan desa sudah 

memiliki regulasi yang jelas baik itu mengenai admnistrasi pedesaan 

maupun administrasi keuangan dari desa itu sendiri. Meskipun desa 

merupakan struktur pemerintahan terkecil akan tetapi pemerintahan desa 

memiliki pendapatan tersendiri yang berfungsi guna membantu serta 

menyokong kesejahteraan rakyat baik itu melalui pembangunan 

infrastruktur ataupun lainnya. Salah satu sumber pendapatan desa adalah 

Alokasi Dana Desa atau yang biasa disingkat ADD.  

Alokasi Dana Desa atau yang biasa disingkat ADD berfungsi sebagai 

sumber kegiatan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam pasal 1 ayat 11 

peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa disebutkan bahwa 

Alokasi dana desa adalah dana yang di alokasikan oleh 

pemerintahkabupaten/kota untuk desa yang bersumber dari dana 

perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh  

kabupaten/kota. Dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari 

dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 

Dalam penggunaannya alokasi dana desa dibagi menjadi dua, yaitu sebanya 

30% (tiga puluh perseratus) digunakan untuk belanja aparatur dan 

operasional pemerintahan desa dan sisanya digunakan untuk biaya 

pemberdayaan masyarakat. Dengan diterimanya dana bagi desa tersebut, 

pemerintahan desa harus siap dan mampu dalam mengelolah keuangan desa 

berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipasif serta dilakukan dengan 

tertib dan disiplin dalam anggaran sesuai dengan Permendagri No. 20 tahun 

                                                
2 HAM,Undang – Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (2004)  
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2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan 

keuangan desa dilakukan dengan berbagai kegiatan yang meliputi 

perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, 

pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa yang dilakukan oleh 

Kepala Desa yang dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan 

Desa (PTPKD).3  

Pemerintah desa dalam mengurus semua urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat, tentunya memerlukan pendapatan agar 

dapat mencapai tujuan dalam pembangunan dan kesejahteraan desa. Jadi 

desa adalah kesatuan msayarkat hukum yang memiliki batas  wilayah yang 

berwenang unruk mengatur dang mengurus urusan pemerintah, dalam 

kepentingan masyarakat setempat , hak asal-usul dan dihormati dalam 

Sistem Pemerintahan Negara kesatuan Republik Indoseia. salah satu 

sumber pendapatan desa yang dapat berfungsi sebagai sumber dalam 

kegiatan operasional desa dan untuk pemberdayaan masyarakat yang di atur 

pada pasal 72 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

desa ialah Alokasi Dana Desa yang biasa disebut sebagai ADD. 4 

Pemerintahan desa sebagai penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan 

oleh kepala desa yang dibantui oleh bagian dari perangkat desa sebagai 

unsur penyelenggaran pemerintah desa yang terdapat dalam desa.5 Desa 

Bonda Kase adalah salah satu desa yang ada dikecamatan Natal, Kabupaten 

Mandailing natal, memiliki luas sebesar 153.551 Ha dimana 65 % berupa 

daratan yang berfotografi berbukit-bukit, dan 35% daratan di manfaatkan 

sebagai lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk persawahan tadah hujan 

dan ketinggian rata rata diatas permukaan laut 9 (sembilan) meter. Adapun 

4 desa yang berada disekitar Kecamatan Natal, Kabupaten mandailing 

natal, yaitu sbb :  

1.Desa Patiluban Mudik  

                                                
3 Ahmad Farouk, M Yasin,Hans Kartikahadi, 2015, Anotisasi Undang-Undang No 6 Tahun  2014 

tentang Desa ,PATTIRO, Jakarta.  

  

   
4 Undang – Undang No 6 Tahun 2014, tentang Desa, 2014  
5 Widjaja. A.W.1996 menurut Undang- Undang No 5 Tahun1979 tentang Pemerintahan  

Administrasi Desa dan Kelurahan (Jakarta : PT Raja Grapindo Persada, 2003), h. 14  
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2.Desa Patiluban Hilir   

3.Desa Belimbing  

4.Desa Bonda Kase  

Pemerintah Kabupaten Mandaiing Natal memberikan Alokasi Dana Desa 

(ADD) dan Desa Bonda Kase adalah salah satu desa dari 30 (Tiga Puluh) 

desa yang ada Kecamatan Natal yang menerima Alokasi Dana Desa. Desa 

Bonda Kase merupakan salah satu desa yang digaris besari dalam hal 

pembenahan oleh pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, Desa 

BondaKase menerapkan Permendagri 20 tahun 2018 dalam mengelolah 

keuangan yang ada namun menurut temuan peneliti dilapangan dari hasil 

observasi dan wawancara awal dengan sekretaris desa Bonda Kase, peran 

dan tanggung jawab yang diterima oleh desa belum diimbangi dengan 

Sumber Daya Manusia yang memadai dalam hal ini kualitas. Sebagai 

contoh  dari hasil wawancara awal dengan sekretaris desa Bonda Kase 

peneliti menemukan bahwa, sekretaris desa selaku koordinator pelaksana 

teknis pengelolaan keuangan desa belum melaksanakan tugasnya secara 

100%, contohnya pada proses perencanaan pengelolaan keuangan desa, ada 

tahap-tahap yang kurang diketahui oleh sekretaris desa dalam hal ini yaitu 

mengenai laporan keuangan desa dan sekretaris desa tidak mengetahui dan 

kurang memperhatikan tahap evaluasi RKP desa tentang APB Desa yang 

harusnya dilakukan oleh Bupati.  Padahal dalam hal ini dengan jelas ditulis 

dalam Permendagri  20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 

sekretaris desa memegang peran yang sangat penting dalam pengelolaan 

keuangan desa, dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan serta 

pertanggungjawabannya, hal ini terjadi akibat  kurangnya pengetahuan 

tentang Permendagri No tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 

Begitu pula dengan bendahara desa yang baru menjabat selama beberapa 

bulan dalam prakteknya bendahara desa masih harus banyak belajar dan 

bendahara desa juga belum mengetahui secara menyeluruh tentang keadaan 

desa dan tugasnya sebagai bendahara desa, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahuai perencanaan pengelolaan keuangan desa dan 

apakah  sudah sesuai dengan Permendagri No 20 tahun 2018 di desa Bonda 

Kase Kecamatan Natal Kabupaten  
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Mandailing Natal.6  

Tabel 1.1  

Alokasi Dana Desa Bonda Kase, Kecamatan Natal, Kabupaten 

Mandailing Natal Tahun Anggaran 2016 -2020  

No.  Tahun 

Anggaran  

Jumlah Anggaran  

1  2016  579.528.424  

2  2017  883.022.000  

3  2018  854.837.313  

4  2019  718.803.000  

5  2020  707.996.000  

Sumber : Badan pemberdayaan masyaakat dan pemerintahan desa (BPM - 

Pendes )yang diolah.  

  

Desa Bonda Kase, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing 

Natal,dari tabel diatas dapat dilihat kesimpulan bahwasannya dalam 

penganggaran alokasi dana desa di Desa Bonda Kase mengalami fluktuasi 

dimana dapat kita lihat pada tahun ditahun 2017 terjadi peningkatan 

anggaran yang cukup tinggi bahkan samapi menyentuh angka 15,23%. 

Akan tetapi pada  tahun 2018 smapai tahun 2020 berikutnya mengalami 

penurunan yang cukup signifikan dan tidak ada penambahan anggaran sama 

sekali. Sesehingga berkurangnya pendapatan  Alokasi Dana Desa (ADD) 

pada Desa Bonda Kase.   

Berdasarkan pada penjelasaan latar belakang masalah di atas hal ini 

 penulis  menarik  untuk  melakukan penelitian  yang 

 berjudul  

“ANALISIS  PERENCANAAN  PENGELOLAAN  KEUANGAN 

DESA PADA PEMERINTAHAN DESA ( STUDI KASUS DESA 

BONDA  KASE  KECAMATAN  NATAL 

 KABUPATEN MANDAILING NATAL )”  

  

                                                
6 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengeloahankeuanga desa,2018  
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B. Identifikasi Masalah  

 Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, 

permasalahan yang penulis identifikasi dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut :  

1. Rendahnya kemampuan pada perencanaan pengelolaan keuangan  

desa yang ada di desa Bonda Kase.  

2. Kurang optimalnya penatausahan pada pengelolaan keuangan desa  

yang ada di desa Bonda Kase.  

3. Kurang terbukanya aparatur desa dalam mempertanggungjawabkan  

pengelolaan keuangan desa di desa Bonda Kase.  

C. Batasan Masalah  

 Dalam mengantisipasi agar pemaslahaan tidak meluas dan pembahasan 

yang lebih terarah pada masalah tentang pengelolaan keuangan di desa 

Bonda Kase dari tahun 2020.  

D. Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan 

sebelumnya,maka dalam rumusan permasalahan penelitian ini adalah :  

1. Bagaimana perencanaan pengelolaan keuangan desa pada  

pemerintahan desa  di Desa Bonda Kase ?  

2. Apakah perencanan pengelolaan keuangan desa pada  pemerintahan 

desa di Desa Bonda Kase sesuai dengan  perencanaan pengelolaan 

keuangan desa menurut Permendagri  No. 20 Tahun  2018 ?  

E. Tujuan dan Mamfaat Penelitian  

   Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Untuk mengetahui bagaimana perencanaan pengelolaan keuangan  

yang ada di Desa Bonda Kase.  

2. Untuk bisa mengetahui dan menganalisis apakah sesuai dalam  

perencanaan pengelolaan keuangan desa pada pemerintahan desa di  

Desa Bonda Kase dengan yang ada dalam perencanaan pengelohan  

keuangan desa menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018.  

  

 Adapun pada manfaat dalam penelitian ini berdasarkan diantara lain, 

yaitu :  
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1. Manfaat bagi peneliti dalam penelitian yaitu agar bisa menambah 

pengetahuan atau wawasan, eksperient atau pengalaman, dan 

pemahaman pada suatu perencanaan pengelolaan keuangan di 

Desa Bonda Kase.  

2. Manfaat dari dalam penelitian pada Desa Bonda Kase, Kecamatan 

Natal yaitu agar bisa  lebih mengetahui dari apa mamfaat dalam 

perencanaan pengelolaan keuangan desa yang sangat baik yang 

selanjutnya di Desa Bonda Kase sebagai suatu desa yang sangat 

baik dalam untuk merencankan keuangan desa tersebut dan agar 

desa desa lain bisa mengikutinya.  

3. Manfaat untuk bagi mahasiswa yaitu agar bisa menjadikan sebagai 

suatu referensi dalam mempeoleh suatu materi, pengerjaan tugas, 

dan membuat skripsi yang sama jenisnya.  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

   

BAB II  

LANDASAN TEORITIS  

A. Kajian Teoritis 1. Desa  

   Desa menurut asal katanya berasal dari bahasa Sanksekerta,  

yaitu”dhesi’ yang berarti tanah kelahiran. Jadi desa tidak hanya dilihat 

penampakan sebutan desa fisiknya saja, tetapi juga dimensi sosial 

budayanya. Desa yang berarti tanah kelahiran selain menunjukkan tempat 

atau daerah juga menggambarkan kehidupan social budaya dan kegiatan 

penduduknya. Sebutan desa di beberapa wilayah berbeda-beda, seperti 

kampung/ dukuh (Jawa Barat), gampang (Aceh), Dan huta ( Tapanuli).  

  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa “ Desa 

adalah desa yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus-urusan 

pemerintahan baik kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 

masyarakat , hak asal usul dan hak traisional yang diakui dan dihormati 

dalam sistem pemerintahan NKRI.7  

  Menurut Sutardjo Kartodikusomo 2002, pengertian desa adalah suatu kesatuan 

hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa 

mengadakan pemerintahan sendiri.  

  Desa  merupakan berkedudukan dari wilayah Kabupaten/Kota, jadi dalam desa 

memeiliki penataan yang bertujuan :  

a. Pencapaian atau mewujudkan efektifitas dalam penyelnggaran 

pemerintahan desa.  

b. Melayani peningkatan keseateraan masayarakat desa.  

c. Meningkatkan pelayanan publik.  

d. Meningkatkan teknologi daya saing dsa.  

                                                
7 Undang – undang No, 6 Tahun 2014, tentang desa  
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e. Meningkatkan kualitas dalam tata boga dpemerintahan desa. 

8 

Desa memiliki kewenangan dalam pemerintahan desa baik itu baik 

itu dalam pelaksanaan , pembinaan dan pemberdayaan. Kewenangannya 

yaitu:  

a. Kewenangan lokal bersakala pada desa  

b. Kewenagana dalam asal- usul  

c. Kewenagan yang ditugaskan dalam pemerintahan baiktu pemerintahan 

pusat maupun pemerintahan daerah, dan  

d. Kewenangan sesuai peraturan- peraturan pemerintahan  

2. Pemerintahan Desa  

 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesiadan memiliki peran strategis untuk mengatur 

masyarakat yang ada di pedesaan demi mewujudkan pembangunan 

pemerintah. Berdasarkan perannya tersebut ,maka diterbitkanlah peraturan 

– peraturan atau undang – undang yng bekaitan dengan pemerintahan desa 

yang mengatur tentang pemerintahan desa, sehingga roda pemerintahan 

beerjalan denga optimal.8  

 Pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, yakni terdiri 

atas sekretaris desa dan perangkat lainnya, adapun tugas masing – masing 

adalah sebagai beikut :  

a. Tugas kepala desa adalah memimpin pemerintahan desa, menyusun 

anggaran pendapatan dan belanja desa, membina perekonomian, 

mengkoordinasi pembangunan desa.  

b. Tugas sekretaris desa adalah menyusun rencana peraturan desa tentang 

APDesa, menympaikan rancangan peraturan desa tentang APDesa 

kepada kepla desa untuk memperoleh persetujuan.  

c. Tugas bendahara adalah melaksanakan penatausahaan keuangan desa.  

                                                
8 V. Wiratna Sujawerni. Akuntansi Sektor Publik,(Kota Yogyakarta : Pustaka Baru Press,2015 ),h.  
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d. Tugas kaur adalah membantu Kepala Desa dalam tugas pelayanan, 

pemberdayaan, penyelenggaraan pemerintahan desa dalam bidang 

masing – masing.  

121  

  Dalam  pemerintahan  desa  dapat  diselenggarakan  dalam 

pemerintahan desa adalah sebagai berikut : a. Kepastian dalam Hukum   

b. Tertib kepentingan umum  

c. Tertib penyelenggaraan pemerintah  

d. Keterbukaaan   

e. Akuntabilitas   

f. Keterlibatan   

g. Kemampuan untuk bertindak secara  profesionalitas   

h. Proporsionalitas (Seimbang).9  

3. Otonomi Daerah  

 Menurut Vincen Lemius  (1996 ) bahwa otonomi daerah meupakan 

kebebasan untuk mengambil keputusan politik maupun administrasi, 

dengan tetap menghormati peraturan perundang – undangan. Meskipun 

dalam otonomi daerah ada kebebasan untuk menentukan apa yang menjadi 

kebutuhan daerah, akan tetapi dalam kebutuhan daerah senantiasa 

disesuaikan dengan kepentingn nasional, ditetapkan dalam peraturan 

perundang – undangan yang lebih tinggi.  

   Tujuan otonomi derah adalah sebagai berikut :  

1. Mencegah pemusatan kekuasaan.   

2. Terciptanya pemerintahan yang efektif dan efesien.  

3. Masyarakat dapat lebh berpartisipasi langsung dalam bangunan 

ekonomi di daerah masing – masing.  

4. Adanya kesejateraan politik.  

5. Setiap daerah ditutup unTuk dapat bertanggung jawab pada daerahnya 

masing.10  

                                                
9 Indonesia. Undang- Undang. Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa(2014)  
10 V. Wiratna Sujawerni. Akuntansi Sektor Publik,(Kota Yogyakarta : Pustaka Baru Press , 2015),h.  
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4. Otonomi Desa  

 Otonomi desa adalah otomi asli , nulat dan utuh serta bukan pemberian dari 

pemerintahan. Sebaliknya pemerintahan daalam ononomi asli desa 

berkewajiban untuk menghormati pada desa tersebut. Dalam  

230  

kesatuan hukum masyarakat mempunyai susunan yang istimewa. Desa 

tersebut dapat perlakuan hukum yang terbaik seperti hukum publik maupun 

hukum perdata, mempunyai kekayaan, harta benda serta dituntut di muka 

keadilan.Otonomi desa adalah suatu hak atau wewenang dan kewajiban 

untuk mengatur dan mengurus dalam pemerintah itu sendiri dan 

kepentingan pada masyarakat asal usul dan nilai- nilai sosial budaya untuk 

mengembangkan desa tersebut.11  

5. Pengertian Laporan Keuangan  

 Laporan keuangan adalah hasil akhir dari suatu proses pencatatan kegiatan 

transaksi keuangan dalam suatu perusahaan yang menggambarkan keadaan 

keuangan perusahaandari satu peiode tertentu. Periode akuntansi dapat 

dipakai per tahun, per 12 bulan atau per 6 bulan tergantung perusahaan, 

namun pada umumnya per 12 bulan. Laporan keuangan yang dihasilkan 

akuntabel yang diolah secara sistematis atas dasar bukti transaksi yang 

benar. Informasi yang disajikan diringkas melalui nama akun dengan nilai 

yang akurat, dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan atau prinsip 

akuntansi yang berlaku secara umum.12  

 Laporan keungan sektor publik merupakan posisi keuangan penting yang 

berasal dari transaksi – transaksi yang dilakukan oleh organisasi sektor 

publik. Laporan keuangan ini untuk menciptakan akuntansi sektor publik. 

Sektor publik adalah suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan 

penyediaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan hak publik.  

Fenomena yang dapat diamati dalam perkembangan sektor publik adalah 

semakin meningkatnya tunutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh 

organisasi sektor publikseperti : pemerintahanpusat dan daerah, unit-unit 

                                                
11 HAW. Widjaja ,Otonomi Daerah, ( Jakarta : PT Raja Grapindo Persada, 2003),h. 165  
12 Pirmatua Sirait, Pelaporan dan Laporan Keuangan ( yogyakarta : Graha Ilmu,2014 ), h. 9  
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kerja pemerintah, departemen dan lembaga negara. Tuntutan akuntabilitas 

ini terkait dengan perlunya transparansi dan pemberian informasi kepada 

publik dalam rangka memenuhi hak-hak publik. Tuntutan yang besar 

terhadap akuntabilitas publik ini digunakan untuk memberikan informasi 

tentang keuangan dari suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar 

pemakai dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi 

sumber daya yang dibutuhkan oleh suatu entitas dalam aktivitasnya untuk 

mencapai tujuan1314.  Menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 Keuangan 

Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang 

serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan 

pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.Keuangan desa adalah semua hak dan 

kewajiban dalam bentuk satuan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang 

maupun barang yang dapat menjadi milik desa. Keuangan desa tersebut 

terdiri atas:  

1) Pendapatan   

a. Pendapatan Asli Daerah  

1. Hasil usaha desa  

2. kekayaan desa  

3. Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat  

4. Lain – lain pendapatan asli desa   

b. Bagi Hasil Pajak Daerah  

c. Bagian dari Restribusi Daerah  

d. Alokasi Dana Desa  

e. Hibah dan Sumbangan pihak   

2) Belanja Desa   

a. Kelompok belanja langsung  

b. Kelompok belanja tidak langsung  

3) Pembiayaan  

a. Penerimaan pembiayaan  

b. Pengeluaran pembiayaan 15  

                                                
13 V. Wiratna Sujawerni. Akuntansi Sektor Publik,(Kota Yogyakarta : Pustaka Baru Press , 2015).,l.  
14 
15 V. Wiratna Sujawerni. Akuntansi Sektor Publik,(Kota Yogyakarta : Pustaka Baru Press , 

2015).,h.. 123  
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Laporan keuangan dalam standar akuntansi  biasanya meliputi 

beberapa bagian adalah sebagai berikut :  

1. Neraca  

2. Laporan laba rugi komprenhensif  

3. Laporan perubahan ekuitas   

4. Laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan berupa 

arus kas atau laporan arus dana   

5. Catatan dan laporan lain serta materli penjelasan yang 

merupakan bagian integrasi dari laporan keuangan.   

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBDaerah)  

 Anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah rencana keuangan yang 

dibuat pemerintahan daerah setiap tahunnya, disetujui ole Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).APBD adalah ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah . Tahun anggaran APBD dimulai dari satu tahun, dari 

tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.16  

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)  

 Anggaran pendapatan dan belanja desa yang disingkat APBDesa adalah 

rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui 

bersama oleh pemerintah desa yang dibahas dan disepakati antara 

pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa, serta ditetapkan oleh 

peraturan desa. 17 APBDesa merupakan suatu rencana keuangan tahunan 

desa yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang memuat 

perkiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan 

program pembangunan desa yang bersangkutan.18  

1. APBDesa terdiri dari :  

a. Pendapatan desa  

b. Belanja desa, dan  

c. Pembiayaan desa  

2. Pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a 

diklafikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pendapatan.  

                                                
16 Ibd,h.60  
17 Surjaweni, V.Wiratna. Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi ( Yogyakarta : Cipta Pustaka Baru 

Press,2015 ) ,h. 170  
18 Sumpeno, wahjudin.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.ACC :the World bank  

(2011)  
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3. Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b diklasifikasikan 

menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja, dan rincian ibjek 

belanja.  

4. Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c diklasifikasikan 

menurut kelompok, jeni dan objek penelitian.  

  Pendapatan desa menurut Permendgri No. 20 Tahun 2018, yaitu semua 

penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa 

dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa. Pendapatan asli desa terdiri atas 

: a. Hasil usaha  

b. Hasil asset  

c. Swadaya , partisipasi dan gotong royong; dan  

d. Pendapatn asli daerah lain.  

     Belanja desa menurut Permendagri No. 20 Tahun  

2018,yaitusemua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 

(satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya 

kembali oleh Desa. Belanja desa terdiri dari atas : a. Penyelenggara 

pemerintahan desa  

b. Pelaksanaan pembangunan desa   

c. Pembinaan kemasyarakatan desa  

d. Pemberdayaan masyarakata desa; dan  

e. Penanggulan bencana, keadaan darurat dan mendesa desa.  

 Pembiayaan desa menurut Permendagri No. 20. Tahun 2018, yaitu 

semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran 

yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang 

bersangkutan maupun pada tahun anggaran  

berikutnya. Pembiayaan terdiri atas :  

1. Penerimaan pembiayaan ; dan  

2. Pengeluaran pembiayaan  

8. Pengelolaan laporan keuangan  

 Pelaporan keuangan desa merupakan alat evaluasi karena menyediakan 

informasi keuangan serta menunjukkan kinerja yang telah dilakukan 

sehingga nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan ekonomi bagi kepala desa sendiri maupun pemangku 

kepentingan lainnya. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi 
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keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan 

ekonomi,sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan.Pengelolaan laporan keuangan desa meliputi dari : a. 

Perencanaan (Planning)  

Perencanaan merupakan cara organisasi menetapkan tujuan dan sasaran 

organisas.Perencanaan (planning) adalah sebuah proses dimulai dari 

penetapan tujuan organisasi, penentuan strategi untuk mencapai tujuan 

organisasi tersebut secara menyeluruh, pemuasan sistem perencanaan 

yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan 

selumh pckerjaan organisasi, sehingga pencapaian tujuan organisasi19  

b. Pelaksanaan  

 Pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan angota-anggota 

kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha 

untuk mencapai sasaran perusahaan dan sasaran anggota perusahaannya 

tersebut oleh karena para anggota itu juga ingin mencapai sasaran 

tersebut.20  

c. Penatausahan   

 Penatausahaan secara sederhana dapat dikatakan sebagai kegiatan yang 

berhubungan dengan pembukuan atau administrasi pembukuan. 

Penatausahaan menyangkut kegiatan pembukuan keuangan desa oleh 

pemerintah desa. Penatausahaan keuangan desa adalah kegiatan 

pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa.21  

d. Pelaporan   

 Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan halhal 

yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama 

satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab atas 

tugas dan wewenang yang diberikan.Oleh karena itu, laporan haruslah 

tepat waktu, akurat,bermakna, dan ekonomis. Laporan keuangan 

merupakan produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan ikhtisar 

data transaksi bisnis. Laporan keuangan adalah hasil dari proses 

akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk menghasilkan  data 

                                                
19 Mardiasmon.Akuntansi Sektor Publik (Yogyakarta : ANDI,2009 ),h. 33  
20 Kurnia, Dadang. Petunjuk Pelaksaan Pembimbing dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa.  

( Jakarta : BPKB, 2015),hal. 63  
21 Kurnia, Dadang. Petunjuk Pelaksaan Pembimbing dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa.  

( Jakarta : BPKB, 2015),h. 90  



16  

  

 

keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihakpihak yang 

berkepentingan.22  

e. Pertanggungjawababan  

 Pertanggung jawaban sering digunakan sebagai sinonim kata 

akuntabilitas, penyelenggaraan, tanggungjawab, kewajiban dan 

istilahistilah lain yang berhubungan dengan harapan pemberian 

tanggung jawab.Pertanggung jawaban adalah suatu konsep dalam etika 

yang memiliki banyak arti.Sebagai 29 salah satu aspek dalam 

penyelenggaraan organisasi sektor publik, pertanggung jawaban telah 

menjadi hal yang penting untuk didiskusikan terkait dengan 

permasalahan sektor publik.23  

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban kepala 

desa wajib.  

1. Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada 

bupati/walikota berupa:   

a. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa, 

disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan  

b. Laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat pada 

akhir bulan januari tahun berikutnya   

2. Menyampaikan  Laporan  Penyelenggaraan 

 Pemerintah  Desa  

(LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota.  

3. Menyampaikan  LPPD  pada  akhir  masa  jabatan 

 kepada bupati/walikota.  

4. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggarakan pemerintah 

desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran   

  Tahap dalam pembuatan laporan keuangan desa adalah  sebagai 

berikut:   

a. Membuat rencana berdasarkan visi misi yang dituangkan dalam 

penyusunan anggaran.  

                                                
22 Hoesada. Dr.jan. Akuntansi Pemerintah. ( Jakarta : Salemba Empat, 2016 ),h 1  
23 Bastian, Indra. Akuntansi Sektor Publik  (Jakarta : Erlangga, 2010), h. 385  
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b. Anggaran yang dibuat terdiri dari akun pendapatan, belanja dan 

pembiayaan. Setelah anggaran disahkan maka perlu 

dilaksanakan.  

c. Dalam pelaksanaan anggaran timbul transaksi. Transaksi 

tersebut harus dilakukan pencatatan Iengkap berupa pembuatan 

buku kas umum, buku kas pembantu, buku bank, buku pajak, 

buku inventaris dengan disertai pengumpulan bukti-bukti 

transaksi.  

d. Untuk memperoleh informasi posisi keuangan, kemudian 

berdasarkan transaksi yang tetjadi dapat dihasilkan sebuah 

neraca.  

9. Sumber-sumber Pendapatan   

` Sumber-sumber pendapatan pada suatu organisasi atau perusahaan 

mendasarkan garis besar yang sifatnya dapat dbedakan menjadi dua bagian 

atau kelompok yaitu:   

1. Pendapatan dari operas berkesinambungan   

 Pendapatan ini merupakan pendapatan diterima perusahaan berasal 

dari kegiatan ekonomi utama perusahaan yang masih berlangsung. 

Meliputi semua pendapat, keuntungan, beban serta muncunya 

kerugian dari operasi organisasi ataupun perusahaan yang lagi 

berlangsung. Pendapatan yang berkesinambungan ini meliputi lima 

bagian yang terpisah untuk perusahaan jasa, yakni pendapatan 

operasional, biaya operasional, pendapatan dan keuntungan lain, 

pajak penghasilan pada operasi berkesinambungan.   

2. Pendapatan dari pos (item) tidak beraturan dan luar biasa   

 Pendapatan kategori ini disebut juga item dibawah garis (below the 

line). pos-pos ini muncul dari pembayaran atau transaksi serta 

adanya peristiwa yang tidak beraturan atau yang luar biasa, dan 

penting dalam jumlah.Pendapatan ini memiliki sifat idental yang 

secara tidak langsung memiliki kaitan dengan kegiatan utama yang 

ada didalam perushaan.   

 Ada tiga tipe transaksi dan peristiwa yang dilaporkan dalam 

keadaan ini yaitu: operasi tidak diteruskan, pos luar biasa, pengaruh 

komulatif dan perubahan didalam prinsip akuntansi.  Pendapatan 

merupakan keuangan dari suatu perusahaan, keuangan dalam 
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perusahaan diatur oleh teknologi finansial yang dalam peraturan 

Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 merupakan penggunaan 

teknologi sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, 

teknologi, dan/atau model bisnis baru serta berdampak pada 

stabilitas moneter, stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, 

efesiensi, kelancaran, keamanan dan keandalan sistem 

pembayaran.24  

  

10. Pemerintahan Desa dan Pencatatan Dalam Perspektif Syariah   Secara 

etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, desa yang berarti tanah 

air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Desa adalah kesatuan masyarakat 

hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah 

tangganya, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 

masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia.25  

 Pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan 

Pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakatnya. Pemerintah desa memiliki peranan 

yang signifikan dalam pengelolaan proses sosial didalam masyarakat. Tugas 

utama yang harus diemban pemerintah desa adalah bagaimana menciptakan 

kehidupan demokrasi, dan memberikan pelayanan sosial yang baik.26  

 Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa 

adalah sebagai wadah untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakatnya dalam mewujudkan pembangunan desa dan kesejahteraan 

masyarakatnya dengan menciptakan kehidupan yang demokrasi, dan 

memberikan pelayanan sosial yang baik. Al Quran memerintahkan setiap 

orang beriman untuk mencatat segala transaksi baik secara tunai ataupun 

tidak secara tunai sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al Baqarah 

ayat 282 yang berbunyi sebagai berikut:  

                                                
24 Rahma TIF. 2018 Persepsi masyarakat kota medan terhadap peggunaan financial technology 

(FINTECH).At-Tawassyth. 3(1): 642 – 661.  
25 Sujarweni, V. Wiratna. Akuntansi Desa. ( Yogyakarta : Cipta Pustaka Baru Press,2015)  
26 Solekhan ,Drs. Moch. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat 

dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas ( Malang : Setara Pres 2012 ),h. 21  
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َُ وَلۡيَكۡتبُ بيَّ   ى فٱكَۡتبوُُهُُۚ سَ م ّٗ لٖ مُّ ََ ََ أجَ َٰٓ نٍ إلِ ىَ  َۡ اْ  إِذاَ تداَيَنتَمُ بِديَ َُ َٰٓ هَا ٱلَّذِينَ ءَامَنوَ  ََ أيَُّ
َٰٓ نَكمُۡ يَ  َۡ

َُ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّ  بَ كَ اتبٌِ أنَ يَكۡتبَ َۡ َ ََ يأ َُۚ وَلَ َُ َ  بٱِلۡعَدۡلِ َُ َُ لِلِ كَاتبِ َۡ َُ وَلۡيمُ يَكۡتبۡ َۡ َُ فلَ  َ َُۚ َُ

هِ  ََ  فإنَِ كَانَ ٱلَّذِي عَليۡ
ُُۚ َّٗ ا  َ َۡ خَسۡ مِنۡهُ شيَ َۡ ََ  يبَ  ۥهُ وَلَ َ  رَبَّ ََ ََ ٱللَّ هِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيتقَِ  ََ ٱلَّذِي عَليۡ

 َُ لِلۡ وَلِيُّهۥُ بٱِلۡعَدۡلِ َۡ َُ فلَۡيمُ لَّ هوَ َُ يعُ أنَ يمِ ََ ََ يَسۡتطِ ََ لَ ََ ضَعِيفاً أوۡ هِدوُاْ ٱلۡحَقُّ سَفِيهًا أوۡ َۡ َُۚ وَ ٱسۡتشَ

ضَوۡنَ مِنَ  ََ ن ترۡ جُلٞ وَٱمۡ رَأتاَنَِ مِمَّ ََ نِ فرَ ََ َ رَجُليۡ َ  فإنَِ لَّمۡ يَكُونا َۡ نِ مِن  رِجَالِكُمۡ َۡ شَهِيديَ

ََٰٓ إِذاَ   َ ََ بَ ٱلشُّهَداءَُ َۡ َ ََ يأ رَ ىُُۚ وَلَ َُ خۡ َۡ د ىَهُمَا ٱلۡ َۡ ََ كِرَ إحِ ُ لَّ إحِۡد ىَهُمَا فتذَ ََ ََٰٓ أنَ تضِ  َ ََ ٱلشُّهَداءَِ

 َُ َُۚ مَا دعُ َُ لِهِۦ ََ َٰٓ أجَ ََ كَبيرًِا إلَِ ىَ  تبوُُهُ صَغِيرًا أوۡ َۡ اْ أنَ تكَ َٰٓ َۡ  مُوَ  ََ تسَ َْ وَلَ
ُُۚ وا

 
سطَُ عِ  َۡ كمُۡ أقَ ََ ذلِ

ونَ ت  َُ ََ أنَ تكَ ََ  َ ََٰٓ  َ ََ اْ إلِ َُ َٰٓ تابَوَ  َۡ ََ ترَ ََ ََٰٓ ألَّ  َ ََ ن ىَ ََ ََ وَأدۡ وَمُ لِلشَّ هَدةِ َۡ َ  وَأقَ ََ ندَ ٱللِ 

 ََ يرُونَهَا بيَۡنَكُمۡ فلَ َُ رَةً حَاضِرَة ّٗ تدِ ََ اْ إِذاَ جِ َُ َٰٓ هِدوَ  ََ تبوُُهَاۗ وَأشۡ َۡ ََ تكَ ََ كُمۡ جُناحٌَ ألَّ ََ يۡسَ عَليۡ

 َۗ َُ َ  بِكمۡ َُ وقُ َُ هۥُ فسُ ََ علَوُاْ فإنَِ  َۡ َُۚ وَإنِ تفَ َُ ََ شَهِيدٞ ََٰٓ كَاتبِٞ وَلَ  َ ََ ارَّ َُ ََ يضَ َُۚ وَلَ َُ َُ  تباَيََعۡتمۡ

َُ شَيۡءٍ عَلِيم  َُ بكِ لِ  َ َُ وَٱللَّ  َ َُ ٱللَّۗ ََ مُكمُ َ  وَيعلُِ  َ َۡ ََ  ٢٨٢وَٱتقَّوُاْ ٱللَّ

Artinya :’’wahai orang –orang yang beriman!Apabila kamu melakukan 

utang- piutang untuk waktu yang ditentukan, hendakla kamu 

menuliskannya.dan hendakla seorang penulis diantara kamu menuliskannya 

dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya. 

Sebagaimana Allah telah mengajarkannya kedepannya, maka hendakla dia 

menuliskannya. Dan hendaklah orang yang berutang itu, mediktekan,dan 

hendaklah dia bertakwa kepada Allah ,Tuhannya, dan janganlah dia 

mengurangin sedikit pun dari padanya. Jika yang berutang itu orang yang 

kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan 

sendiri, maka hendakla walinya mendiktekannya dengan benar. Dan 

persaksikanlah dengan dua orang saksi laki- laki diantara kamu. Jika tidak 

ada (saksi) dua orang laki- laki, maka ( boleh) seorang laki- laki dan dua 

orang perempuan diantara orang –orang yang kamu sukai dari para saksi 

(yang ada), agar jika seorang lupa maka yang seorang lagi 

mengingatkannya. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas 

waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil 

disisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan 

kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan 

tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu 

jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual- 

beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu 

lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. 
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Dan bertakwalah kepada Allah , Allah memberikan Pengajaran 

kepdamu,dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatunya.’’   

 Pada ayat diatas di jelaskan bawasannya setiap muslim wajib mencatat 

segala transaksi baik itu tunai maupun non tunai. Hal ini dilakukan untuk 

menjaga diri dari sifat keragu-raguan yang biasa dialami oleh seseorang 

yang bertransaksi apabila tidak dicatat.Ayat ini juga menerangkan dan 

menganjurkan dalam setiap transaksi juga ada saksi dan tidak boleh penulis 

dari transaksi tersebut orang yang tidak benar dalam hal kejujuran.  

11. Prinsip – Prinsip Dasar Pengelolaan Keuangan Syariah  

 Ekonomi syariah sebagai salah satu sistem ekonomi yang eksis di dunia, 

hal ini tertentu tidak berbeda dengan sistem ekonomi mainstream, seperti 

kapitalisme. Mengejar keuntungan sebagaimana dominan dalam sistem 

ekonomi kapitalisme, juga sangat dianjurkan dalam ekonomi syariah. 

Namun, dalam hal terkait dengan keuntungan, Islam memiliki beberapa 

prinsip yang membedakannya dengan sistem ekonomi lain, yaitu:27  

a. Prinsip Tauhid  

Prinsip tauhid adalah dasar dari setiap bentuk aktivitas kehidupan 

manusia. Tauhid mengantar manusia dalam kegiatan ekonomi untuk 

meyakini bahwa kekayaan apapun yang dimiliki seseorang adalah milik 

Allah. Prinsip ini mengandung arti manusia diciptakan oleh Allah untuk 

memenuhi perintah-Nya, yakni beribadah dan dalam mencari kebutuhan 

hidupnya, manusia mendapatkannya berdasarkan aturan-aturan 

(syariah) dengan tujuan utama untuk mendapat ridha Allah. Dalam 

konteks  kegiatan ekonomi baik produksi, konsumsi, penukaran dan 

distribusi diikatkan pada prinsip ibadah dan tujuan ilahi untuk 

memenuhi perintah Allah. 28 Sebagaimana firman-Nya dalam Qs.Al-

mulk:15.  

                  

َۡ مَ ناكَِبِهَا وَ   ََ فامَۡشُوۡا فىِ لً َُ ضَ ذلَوۡ ََ رۡ ََ َُ الۡ ََ لـكَمُ ا مِنۡ  رِزۡ هوَُ الَّذِىۡ جَعلَ َُ هِ النُّشُ كلوُۡ ََ  وۡرقِهٖٖؕ  وَالِيۡ

  

                                                
27 Mursal. Implementasi Prinsip – Prinsip Ekonomi Syariah : Alternatif Mewujudkan kesejahteraan  

Berkeadilan ( Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, Vol 1, 2015),h. 76  
28 Mardani, Hukum system Ekonomi Islam ( Jakarta : Rajawali Press, 2015 )  
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Artinya: “Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka 

berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian  dari 

rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali  setelah) 

dibangkitkan.’’  

   Prinsip tauhid merupakan pondasi paling utama yang menjadi penopang 

bagi prinsip-prinsip lainnya. Kesadaran tauhid akan membawa pada 

keyakinan dunia akhirat secara simultan, sehingga seorang pelaku 

ekonomi tidak mengejar keuntungan materi semata. Kesadaran 

ketauhidan juga akan mengendalikan seorang muslim untuk 

menghindari segala bentuk eksploitasi terhadap sesama manusia. Islam 

melarang transaksi yang mengandung unsur riba, pencurian, penipuan 

terselubung, bahkan melarang menawarkan barang pada konsumen 

pada saat konsumen tersebut bernegosiasi dengan pihak lain.   

b. Prinsip Keadilan   

 Keadilan dalam Islam adalah menempatkan sesuatu hanya pada 

tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta 

memperlakukan sesuatu sesuai posisinya29Keadilan adalah salah satu 

prinsip yang penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap 

adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur’an 

atau Sunnah Rasul tapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum 

alam. Alam diciptakan berdasarkan prinsip keseimbangan dan keadilan. 

Adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas 

produksi, perlakuan terhadap para pekerja, dan dampak yang timbul dari 

berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan.30  

 Pelaksanaan yang timbul dalam keadilan dalam aktivitas ekonomi 

berupa aturan yang ada dalam prinsip muamalah yang melarang adanya 

unsur:  

1. Riba   

 Riba secara bahasa bermakna tumbuh dan membesar, bertambah 

banyak. Sedangkan secara istilah riba berarti pengambilan tambahan 

dari harta pokok atau modal secara batil. Riba dalam bahasa inggris 

                                                
29 Darsono , et al, Perbankan Syariah Di Indonesia : Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan 

ke Depan ( Jakarta : Rajawali Pustaka Press ,2017), h. 33   
30 Mardani, Hukumsystem Ekonomi Islam ( Jakarta : Rajawali Press, 2015 ), 

h. 21  
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disebut usury, yang intinya adalah pengambilan bunga bunga atas 

pinjaman uang dengan berlebihan, sehingga cenderung mengarah 

kepada eksploitasi atau pemerasan.  

Lebih lanjutnya riba dalam Al-qur’an diartikan sebagai setiap 

penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti 

atau penyeimbang yang dibenarkan oleh syariah. Yang dimaksud 

pengganti atau penyeimbang,yaitu transaksi bisnis atau komersial 

yang melegilimitasi adanya penambahan secara adil, seperti melalui 

transaksi jual beli, sewa- menyewa, atau bagi hasil. 31  Islam 

melarang riba dengan segala bentuknya, karena bertentangan 

dengan prinsip kemanusiaan, persaudaraan dan kasih sayang.  

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Imran ayat 130:  

  

عَافاً مُّ ض   َۡ َٰٓوا  اضَ كلوُُا ال رِ بَ  َۡ َ ََ تا ا لَ َُ هَا الَّذِيۡنَ  امَنوۡ ََ ـايُّ
ةً ۡ   وَاتقَّوُا هاللَّ  لَع ي ٰۤ ََ َُ عفَ كمۡ ََ لَّ

 َُۚ َُ لِحُوۡنَ َۡ  تفُ

  

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

memakan  riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu 

kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”  

 Implementasi dari prinsip muamalah bebas riba dalam sistem 

keuangan syariah menghendaki agar uang tidak dijadikan sebagai 

barang komoditas. Menggunakan uang sebagai barang komoditas 

merupakan instrumen penting dalam praktek bisnis riba yang 

diharamkan dalam sistem keuangan syariah. Pengaraman riba dapat 

dimaknai sebagai penghapusan praktek ekonomi yang menimbulkan 

kedzaliman atau ketidak adilan. Jika Islam memerintahkan 

menegakkan keadilan, Islam juga melarang kedzaliman.  

2. Maysir (perjudian atau adu nasib)  

 Masyir adalah semua bentuk perpindahan harta maupun barang 

tanpa melalui jalur akad yang ditetapkan syariat, tetapi melalui 

permainan. Contohnya: Taruhan dalam berbagai pertandingan atau 

                                                
31 Mursal. Implementasi Prinsip – Prinsip Ekonomi Syariah : Alternatif Mewujudkan kesejahteraan  

Berkeadilan ( Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, Vol 1, 2015), h. 78  
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perlobaan. 32 Menurut UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan 

sayriah, maisir adalah transaksi yang digantungkan kepada suatu 

keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.32Islam 

melarang segala bentuk perjudian. Pelarangan ini karena judi dengan 

segala betuknya mengandung unsur spekulasi dan membawa pada 

kemudaratan yang sangat besar. Larangan terhadap judi diantaranya 

terdapat dalam Q.S AlBaqarah ayat 219.  

  

رٌ  يَسۡـــ َۡ مٌ کَبيِ َۡ  اثِ
َٰٓ  َ هِمَا َۡ َۡ فيِ ََ عَنِ الۡخَمۡرِ وَالۡمَيۡسِرِٖؕ  قلُ نكَ َُ برُ وَّ لوۡ َۡ  اکَ

َٰٓ  َ مُهُمَا َۡ َّسِ وَاثِ ََ مِنۡ مَنافَِعُ لِلنا

عِهِمَا  َۡ  نفَّ

َُ هالل ُ  َٖؕ وَيَسۡـــ ٖؕ وَٖؕ  كَ ذلِكَ يبُ ينَِ َۡ َُ الۡعفَ فقِوُنَ قلِ َْ ََ مَاذاَ ينُ نكَ َُ كَّ لوۡ ََ َُ تتفََ کمۡ ََ ََ يتِ لَعلَّ رُوۡ  لـكَُمُ ا لۡ

 نَ 

  

Artinya: “ Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. 

Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan 

beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduany lebih besar 

dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang 

mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". 

Demikianlah Allah menerangkan ayat-   ayat-Nya kepadamu 

supaya kamu berfikir.  

3. Gharar  

 Ketidakpastian dalam bahasa Arab disebut gharar yang berarti 

risiko atau bahaya. Dalam interaksi sosial maupun transaksi 

finansial, gharar bisa mengambil bentuk adanya unsur yang tidak 

diketahui atau tersembunyi untuk tujuan yang merugikan atau 

membahayakan pihak lain. Didalam gharar mengandung tipu daya 

yang bisa terjadi dalam transaksi-transaksi bisnis yang 

menyebabkan ketidakadilan dalam bentuk apapun terhadap pihak 

manapun. Islam melarang jual beli atau transaksi yang mengandung 

gharar. Larangan ini didasarkan diantaranya dalam Qs. An - Nisa 

ayat 29.  

                                                
32 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah ( Jakarta : Rajawali Press, 2007), h. 20 32M. 

Ma’rup Abdullah, Hukum Keuangan Syariah Pada Lembaga Keuangan Bank dan Non 

Bank,(Sleman :Aswaja Pressindo, 2016) ,h. 92  
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نَكُمۡ باِ   َۡ وَالـكَُمۡ بيَ ََ ا امۡ َٰۤ  َ َُ كلوُۡ َۡ َ ََ تا ا لَ َُ هَا الَّذِيۡنَ  امَنوۡ ََ ـايُّ
ارَةً عَنۡ ي ٰۤ ََ وۡنَ تجِ َُ َۡ تكَ ََ انَ َٰۤ  َ ََ لۡباطَِلِ الِ 

اضٍ  ََ  ترَ

َُ  انَِّ هاللَّ  كَانَ    كمٖؕۡ َُ ـفسَ َۡ ا انَ َٰۤ  َ َُ تلوُۡ َۡ ََ تقَ َُ  ُُۚ وَلَ  مًابِكُمۡ رَحِيۡ مِنۡكمۡ

  

 Artinya: “Hail orang – orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan 

jalan perniagaan yang berlaku dengan suka samasuka di antara 

kamu.Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah 

adalah Maha Penyayang  kepadamu.”  

4. Haram   

 Menurut ulama Hanafiyah, larangan dalam hukumIslam terdiri dari 

dua kategori, yaitu larangan secara material(materi, zat atau 

bendanya) dan larangan yang disebabkanfaktor eksternal. Larangan 

yang bersifat material disebut haram lidzatih dan larangan yang 

disebabkan faktor eksternal disebut haram lighairih. Larangan 

kategori pertama adalah keharaman daging babi, riba dan 

sebagainya. Sedangkan larangan kategori kedua, misalnya menjual 

barang halal dari hasil curian. Pada dasarnya barang tersebut halal 

dan tidak dilarang menjualnya, tetapi karena sistem atau cara 

(operasionalnya) mendapatkannya tidak benar, maka 

menjualnyapun menjadi terlarang.  

 Islam juga mempertimbangkan keadilan sebagai dasar 

pemerintahan. Prinsip kesatuan agama dan hukum harus 

dipraktikkan. Tanpa otoritas politik yang terorganisir eksistensi 

agama dan hukum bisa berbahaya. Tanpa dibatasi syariah, 

pemerintah akan menjadi tatanan politik yang tirani dan tidak adil. 

Perhatian pada keadilan bisa menghasilkan konvergensi 

kepentingan antara yang memerintah dan yang diperintah, dan 

melahirkan perbaikan kondisi sosial dan ekonomi, serta 

meningkatkan kekuatan Islam dalam masyarakat. Ada dua faktor 

yang wajib ada, satu adalah kesadaran moral individual untuk tidak 

melanggar batasan yang ditentukan atas perilaku mereka dan 
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kepatuhan otoritas politik terhadap hukum dalam memastikan 

implementasi peraturan syariah.33  

c. Prinsip Maslahat  

 Hakikat dari kemaslahatan dalam Islam adalah segala bentuk 

kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawai dan 

ukhrawi. Material dan spiritual, serta individual dan kolektif. 

Sesuatu dipandang Islam ber-maslahat jika memenuhi dua unsur 

yakni kepatuhan syariah (halal) dan bermanfaat serta membawa 

kebaikan bagi semua aspek secara integral yang tidak menimbulkan 

mudharat dan merugikan pada salah satu aspek.34  

Secara luas, maslahat ditujukan pada pemenuhan visi 

kemaslahatan yang tercakup dalam maqashid (tujuan) syariah yang 

terdri dari konsep perlindungan terhadap: a. Keimanan dan 

ketakwaan  

b. Keturunan  

c. Jiwa dan keselamatan  

d. Harta benda  

e. Rasionalitas    

Kelima unsur tersebut merupakan hak dasar manusia sehingga 

setiap kegiatan ekonomi syariah harus memenuhi unsur-unsur yang 

telah ditetapkan dalam maqashid syariah secara terintegrasi.  

  

d. Prinsip Taawun ( Tolong Menolong )  

 Prinsip ta’awun dapat menjadi fondasi dalam membangun sistem sosial 

ekonomi yang kokoh, agar pihak yang kuat membantu yang lemah dan 

mereka yang kaya tidak melupakan yang miskin. Dalam praktik 

lembaga keuangan syariah, prinsip tolong menolong digunakan sebagai 

landasan dalam asuransi syariah. Aplikasinya, dimana satu peserta 

dengan peserta yang lainnya saling menanggung risiko. Perintah tolong 

menolong sangat dianjurkan untuk perbuatanperbuatan baik, bukan 

                                                
33 Zamir Ikbal, Akbar Mirakhor, Penghantar Keuangan Islam : Teori dan Praktik ( Jakarta :  

Kencana, 2008), h. 15  
34 Darsono , et al, Perbankan Syariah Di Indonesia : Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan 

ke Depan ( Jakarta : Rajawali Pustaka Press ,2017),h. 34  
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untuk perbuatan dosa. Landasan Prinsip ta’awun termuat dalam Q.S Al-

Maidah ayat 2.  

  

َٰٓرَ هاللِ    لُّوۡا شَعاَ  ىَ  َُ ََ تحِ ا لَ َُ ذِيۡنَ  امَنوۡ
هَا الَّ ََ ـايُّ

ََ الۡهَدۡىَ ي ٰۤ ََ الشَّهۡرَ الۡحَـرَامَ وَلَ ََ   وَلَ وَلَ

 َُ ـتغَوۡ َۡ تَ الۡحَـرَامَ يبَ َۡ يۡنَ الۡبيَ ََٰٓ  َ ََ ََ  ا مِ
ََٰٓ  ىدَ وَلَ ٰۤ  َ ََ لً  مِنۡ رَّ بِهِمۡ الۡقَ لَ َۡ نَ فضَ

 َُ تمۡ َۡ رِمَنَّكُمۡ وَرِضۡوَاناًٖؕ  وَاِذاَ حَللَ َۡ ََ يجَ اٖؕ  وَلَ َُ َُ عَنِ شَ فاصَۡطَادوۡ كمۡ َُ َۡ صَدوۡ  ن انَُ قَوۡمٍ انَ

 َِ ا عَلىَ الۡب رِ َُ ا ۘ وَتعاَوََنوۡ َُ تدوَۡ َۡ َۡ تعَ ا عَلىَ  الۡمَسۡجِدِ الۡحَـرَامِ انَ َُ ََ تعاَوََنوۡ َۡ وى ۡ  وَلَ   وَالتقَّ

ََ  هاللَّ     انِ 
وَانِ  ۡ  وَاتقَّوُا هاللٖؕ َ َۡ ثۡمِ وَالۡعدُ ََ َۡ  الۡعِقاَبِ  شَدِيۡدُ الِ

Artinya: “”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar 

syi´ar-syi´ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan 

haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang hadya, dan binatang-

binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang 

mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan 

dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, 

maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) 

kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari 

Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan 

tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 

dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. 

Dan bertakwalah kamu kepada  

Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.””  

  

e. Prinsip Keseimbangan ( Tawazun )  

 Tawazun merupakan konsep keseimbangan yang ditawarkan Islam. 

Keseimbangan hidup antara amalan dunia dan akhirat. Hidup di dunia 

menjadi tidak terlepas dari kehidupan akhirat. Di dunia, manusia 

melakukan amal shaleh unruk menuju kemenangan sejati dan abadi 

(falah). 35 Konsep syariah menempatkan keseimbangan sebagai salah 

satu dasar dalam pembangunan sistem ekonomi. Konsep keseimbangan 

                                                
35 Dwi Swikno, Kompilasi Tafsir Ayat – Ayat Ekonomi Islam ( Yogyakarta : Pustaka Pelajar,2010) , 

h.268  
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dalam konsep syariah meliputi berbagai segi yang antara lain meliputi 

keseimbangan :36  

1. Pembangunan material dan spritual  

2. Pengembangan sektor keuangan dan sektor riil  

3. Risk dan Return  

4. Pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam  

 Pembangunan ekonomi syariah tidak hanya ditujukan untuk 

pengembangan sektor-sektor korporasi namun juga pengembangan 

sektor usaha kecil dan mikro yang terkadang luput dari upaya-upaya 

pengembangan sektor ekonomi secara keseluruhan. Prinsip-prinsip 

syariah terkait pengelolaan keuangan yang telah dijelaskan bertujuan 

untuk mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. Kesejahteraan 

tersebut diartikan dengan tercapainya pemenuhan kesejahteraan hidup 

di dunia (aspek sosial dan ekonomi) yang ditandai dengan semakin 

menyempitnya jurang pemisah antara kelompok masyarakat yang 

mampu dan kurang mampu, serta terpenuhinya kebutuhan dasar 

manusia (maslahat). Kondisi tersebut yang akan mengantarkan manusia 

pada pencapaian tujuan akhir yaitu kesejahteraan di akhirat yang berarti 

terpenuhinya kewajiban manusia sebagai wakil Allah di dunia yang 

mempunyai tugas utama memakmurkan bumi dan beribadah 

kepadanya.37  

 Dalam mengelola keuangan secara syariah, tidak dapat terlepas dari 

hukum keuangan syariah yang dalam perspektif Islam diyakini apabila 

dilaksanakan dengan sungguh-sungguh sesuai petunjuk-Nya akan 

mendatangkan kemaslahatan bagi bangsa yang melaksanakannya. Hal 

ini sudah terbukti di negara-negara yang konsekuen melaksanakannya 

tidak pernah terjadi dilanda krisis ekonomi dan moneter sebagaimana 

negara-negara yang menjalankan sistem ekonomi konvensional. Atau 

dengan kata lain ekonomi negara-negara yang menjalankan ekonomi 

syariah ini cenderung lebih stabil karena dalam sistem ekonomi syariah 

                                                
36 Darsono , et al, Perbankan Syariah Di Indonesia : Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan 

ke Depan ( Jakarta : Rajawali Pustaka Press ,2017),h. 33  
37 Ibd, h. 35  
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memiliki karakteristik dan nilai-nilai yang fokus pada amar ma’ruf nahi 

mungkar.38  

 Peran utama sistem keuangan adalah mendorong alokasi efisien sumber 

daya keuangan dan sumber daya riil untuk berbagai tujuan dan sasaran 

yang beraneka ragam. Sistem keuangan yang berfungsi dengan baik 

akan menciptakan investasi dengan mengidentifikasi dan menandai 

peluang bisnis yang baik, memobilisasi simpanan, memonitor kinerja 

para manajer, memicu perdagangan, menghindari dan mendiversifikasi 

risiko, dan memfasilitasi pertukaran barang dan jasa. Fungsi ini pada 

akhirnya mengarah kepada alokasi efisien sumber daya, akumulasi 

modal fisik dan manusia yang cepat, dan perkembangan teknologi yang 

lebih cepat, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan 

ekonomi.39Dalam sebuah sistem keuangan, pasar keuangan dan bank 

melaksanakan fungsi vital formasi modal, monitoring, pengumpulan 

informasi, dan memfasilitasi pembagian risiko. Sistem finansial yang 

efisien diharapkan melaksanakan beberapa fungsi. Pertama, sistem 

tersebut harus memfasilitasi intermediasi keuangan yang efisien untuk 

mengurangi biaya informasi dan alokasi. Kedua, sistem tersebut harus 

didasarkan pada sistem pembayaran yang stabil. Ketiga, seiring dengan 

meningkatkan globalisasi dan tuntutan integrasi finansial, sistem 

keuangan harus menciptakan pasar uang dan modal yang efisien serta 

likuid. Dan pada akhirnya sistem tersebut harus memiliki pasar yang 

berkembang dengan baik untuk memperdagangkan risiko, dimana agen 

ekonomi dapat membeli dan menjual perlindungan terhadap risiko 

peristiwa (event risk) serta risiko financial.40  

 Sistem keuangan Islam dapat dikatakan beroperasi secara efisien jika 

tingkat pengembalian dalam sektor keuangan sebanding dengan yang 

ada dalam sektor riil. Di banyak negara Islam, defisit fiskal dibiayai 

lewat sistem perbankan. Untuk mengurangi biaya pendanaan ini, sistem 

finansial ditekan oleh batasan tingkat suku bunga bank yang 

dipertahankan secara artifisial. Dengan demikian, penekanan finansial 

                                                
38  M. Ma’rup Abdullah, Hukum Keuangan Syariah Pada Lembaga Keuangan Bank dan Non 

Bank,(Sleman :Aswaja Pressindo, 2016) ,h. 3  
39 Zamir Ikbal, Akbar Mirakhor, Penghantar Keuangan Islam : Teori dan Praktik ( Jakarta :  

Kencana, 2008), h. 159  
40 Ibd h. 159  
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merupakan bentuk perpajakan yang memberikan pemasukan substansi 

bagi pemerintah. Keterlibatan masif pemerintah dalam ekonomi 

membuat pengurangan pengeluaran mereka menjadi hal yang sulit. 

Keuntungan ekonomi dari operasi sistem keuangan Islam dapat 

berupa:41  

a) Pengeluaran pemerintah yang dirasionalisasikan secara penuh  

b) Pemasukan dari pajak, dan pendapatan yang berasal dari harta yang 

secara sah ditempatkan dalam domain pemerintah oleh syariah, 

dapat ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran 

pemerintah.  

c) Sektor finansial dapat diliberalisasikan guna memungkinkan 

pengembalian dalam sektor ini merefleksikan pengembalian dalam 

ekonomi riil  

d) Pasar modal dapat dikembangkan untuk membantu pendanaan 

proyek investasi diluar institusi perbankan  

e) Struktur sistem perbankan dapat disusun sedemikian rupa sehingga 

memungkinkan supervisi perbankan yang kuat dan regulasi yang 

cermat untuk mengantisipasi berbagai risiko dalam beragam 

transaksi.  

  

B. KAJIAN TERDAHULU  

 Terdapat beberapa penelitianterdahulu  yang berkaitan dengean 

peneliti  dilakukan oleh penelitian sebelumnya dan mejadi sumber – 

sumber referensi yang dapat dilihar di bawah ini sebagai berikut :  

Tabel 2.1  Kajian Terdahulu  

No.  
Nama Peneliti/ 

tahun  Judul Penelitian  
Metode  

penelitian  Hasil Penelitian  

                                                
41 Ibd h. 186  
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1.  Kiki Dwi Shinta 

(2019)  

Analisis  

Akuntabilitas  

Pengelolaan  

Alokasi Dana  

Desa ( Studi 

Kasus : Desa Sei 

Alim Ulu Kec.  

Air Batu Kab. 

Asahan)  

Metode  

analisis  

menggunakan 

analisis  

kuantitatifdesk 

riptif  

Pengelolaan  

Alokasi Dana 

Desa belum 

teralokasikan 

dengan baik, 

dikarenakan 

terlalu banyak 

dana yang tidak 

dipergunakan 

aparatur desa 

untuk 

pembangunan 

desa dan 

pemberdayaan 

masyarakat pada 

tahun 2017. 

Tetapi dana 

tersebut  lebih 

banyak digunakan  

 

    dengan baik oleh 

aparatur desa pada 

tahun 2016 dan 

2018 untuk 

penambahan biaya 

pembuatan tugu 

perbatasan untuk 

setiap  

dusun, pembuatan  

riul (parit) 

dipinggirin jalan 

dan pembuatan 

gorong-gorong.  

2.  Ramadhan  ( 

2014)  

Analisis 

Pengeolaan 

keuangan desa 

berdasarkan 

peraturan menteri 

dalan negeri 

nomor 113 tahun 

2014 (Studi kasus  

pada desa di  

Kecamatan 

Tanjung Raja 

kabupaten Ogan  

ilir)  

Metode 

Analisis 

menggunakan  

analisis 

kualitatif 

deskriptif  

Menunjukkan 

bahwa terdapat 

beberapa  

perbedaan, tetapi 

secara 

keseluruhan 

pengelolaan 

keuangan Desa 

Bangsri sudah 

hampir sama 

dengan 

pengelolaan 

menurut format 

Permendagri 37 

Tahun 2007.  
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3.  Suci Wulandari 

(2019)  

Analisis  

Pengelolaan  

Alokasi Dana  

Desa Terhadap  

Kesejahteraan  

Masyarakat  

Dalam Perspektif  

Ekonomi Islam (  

Studi Kasus Pada 

Desa Rejosari 

Mataram Kec.  

Seputih Mataram  

Lampung  

Tengah)  

Metode  

analisis  

menggunakan  

analisis 

kualitatif 

deskriptif  

Bahwa  

Pelaksanaan dan 

dampak program 

alokasi dana desa 

tahun 2016 dan 

2017 di Desa 

Rejosari Mataram 

dalam perspektif 

Ekonomi Islam 

belum sesuai 

dengan QS. Ar- 

Ra’d ayat 11. 

Dikarenakan 

masih kurangnya 

pengetahuan 

masyarakat 

tentang 

pengelolaan 

alokasi dana desa, 

kurangnya  

    pendidikan 

masyarakat, dan 

kurangnya 

partisipasi 

masyarakat dalam 

pengelolaan ADD  

.  



32  

  

 

4.  Risma Hafid  ( 

2016)  

Pemanfaatan  

Dana Desa Dalam  

Pembangunan  

Desa ( Studi  

Kasus pada Desa 

Mengilu Kec. 

Bungoro  

Kab.Pangkep  

Tahun 2016)  

Metode  

analisis  

menggunakan  

analisis 

kualitatif 

deskriptif  

Pelaksanaan  

program-program  

pembangunan  di  

Desa  Mangilu  

dalam  

pemanfaatan dana  

desa telah 

dikatakan efektif. 

Hal tersebut juga 

sudah dibuktikan 

dengan jumlah 

kegiatan  

pembangunan  

yang  telah  

terealisasi  sesuai  

dengan  rencana  

pembangunan 

yang telah 

ditetapkan 

pemerintah desa 

melalui 

musrenbang 

(Musyawarah  

Perencanaan  

Pembangunan)  

  

  

Adapun persamaan dan perbedaan dari penelitian ini dan penelitian 

terdahulu adalah sebagai berikut:  

1. Kiki Dwi Shinta (2019) berjudul Analisis Akuntabilitas Pengelolaan  

Alokasi Dana Desa di Desa Sei Alim Ulu Kecamatan Air Batu, Kabupaten  

Asahan. Hasil Penelitian menyatakan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana 

Desa belum teralokasikan dengan baik, dikarenakan terlalu banyak dana 

yang tidak dipergunakan aparatur desa untuk pembangunan desa dan 

pemberdayaan masyarakat pada tahun 2017. Tetapi dana tersebut  lebih 

banyak digunakan dengan baik oleh aparatur desa pada tahun 2016 dan 2018 

untuk penambahan biaya pembuatan tugu perbatasan untuk setiap dusun, 

pembuatan riul (parit) dipinggirin jalan dan pembuatan goronggorong.  

2. Ramadahan (2014), Analisis Pengeolaan keuangan desa berdasarkan 

peraturan menteri dalan negeri nomor 113 tahun 2014 (Studi kasus pada 

desa di Kecamatan Tanjung Raja kabupaten Ogan ilir). Hasil Penelitian 

menunjukkan bahwaterdapat beberapa  perbedaan, tetapi secara keseluruhan 
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pengelolaan keuangan Desa Bangsri sudah hampir sama dengan 

pengelolaan menurut format Permendagri 37 Tahun 2007.  

3. Suci Wulandari ( 2019)  berjudul Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa 

Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam 

(Studi Kasus Pada Desa Rejosari Mataram Kec. Seputih Mataram Lampung 

Tengah). Hasil Penelitian menunjukkan Bahwa Pelaksanaan dan dampak 

program alokasi dana desa tahun 2016 dan 2017 di Desa Rejosari Mataram 

dalam perspektif Ekonomi Islam belum sesuai dengan QS. Ar- 

Ra’d ayat 11. Dikarenakan masih kurangnya pengetahuan masyarakat 

tentang pengelolaan alokasi dana desa, kurangnya pendidikan masyarakat, 

dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ADD  

4. Risma Hafid (2016). Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa   

(Studi Kasus pada Desa Mengilu Kec. Bungoro Kab.Pangkep Tahun 2016). 

Hasil Penelitian menunjukan bahwa Pelaksanaan  program-program  

pembangunan  di  Desa  Mangilu  dalam pemanfaatan dana desa telah 

dikatakan efektif. Hal tersebut juga sudah dibuktikan dengan jumlah 

kegiatan pembangunan  yang  telah  terealisasi  sesuai  dengan  rencana 

pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah desa melalui musrenbang  

(Musyawarah Perencanaan Pembangunan)  

  

C.  Kerangka Konseptual  

  Untuk mempermudah penelitian ini menganalisis laporan keuangan yang 

dilakukan di Desa Bonda Kase. Adapun kerangka konseptualnya adalah 

sebagai berikut :  
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Kerangka Konseptual  

Dalam menjalankan suatu perencanaan pengelolaan keuangan desa perlu 

dilakukam dengan pencatatan pada setiap transaksi yang terjadi selama satu 

periode akuntansi.Dalam hal ini pencatatan dilakukan sesuai data dengan 

Teknik Triangulasi. Berdasarkan gambar diatas dapat dijelaskan bahwa laporan 

keuangan desa khususnya Dana Desa Bonda Kase yang menggunakan Teknik 

Triangulasi .dalam proses analisinya pada penelitian ini guna memastikan 

laporan keuangan Dana Desa telah sesuai dengan Teknik Triangulasi atau 

tidak.  

  

  

  

  

Gambar2 kerangka Konseptual.   

  

  

  

  

  

Gambar2 .1   

Dana Desa   

  Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor  20 Tahun 2018 Tentang  

pengelolaan Keuangan Desa   

Pengelolaan Dana Desa :   

1.   Perencanaan   

2.   Pelaksanaan   

3.   Penatausahaan   
4.   Pelaporan   

5.   Pertanggungjawaban   

Faktor yang Menghambat Pengelolaan Dana Desa   

Upaya Mengatasi Hambatan Pengelolaan Dana Desa   



 

 

  

BAB III  

METODE PENELITIAN  

A. Pendekatan Penelitian  

  Jenis pada penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pnelitian 

kualitatif dan metode kualitatif deskriftif. Pendekatan kualitatif ini sangat 

digunakan dalam rangka untuk mendapatkan data deskriftif atau berupa kata 

kata tertulis dari orang atau sample yang bisa digunakan sebagai responden pada 

penelitian. Metode penelitian kualiataif ini merupakan metode penelitian yang 

yang berlandaskan dasar filsafat pemikiran, digunakan supaya dapat meneliti 

pada kondisi objek yang alamiah atau sebagai eksperiment dimana peneliti 

tersebut  sebagai instrument kunci,pemikiran induktif atau kualitaif  dalam 

analisi data, hasil dari penelitian kualitatif yang menekan kan mana dari pada 

generalisasi tersebut.  

  Pada penelitian kualitatif terdapat berbagai jenis atau mcam penelitian, dan 

penelitian ini adalah termasuk dalam peneilitian sebuah kasus, yaitu 

melaksanakan pengamatan  secara detail kepada objek yang telah timbul dalam 

rumusan masalah dan diharafkan  dapat memperbaiki  permasalah yang telah 

terjadi. Jadi peneliti hanya sedikit dalam peluang untuk mengatur dan mngawasi 

kejadian – kejadian yang akan di ketahui, dan sebgaimana fokusnya 

penelitiannya terdapat fenomena pada masa kini dalam konteks kehidupan 

nyata. Peneliti ini memiliki macam yang berusaha mengambil gambaran yang 

terdapat dalam fenomena – fenomena yang terjadi pada pengelolaan keuangan 

desa yang terjadi di Desa Bonda Kase.42  

  Hasil penelitian kualitatif sangat dipengaruhi oleh pandangan pemikiran  dan 

pengetahuan peneliti karena data tersebut di interprestasikan oleh peneliti. Oleh 

karena itu, sebagan orang menganggappenelitian kualitatif agar bisa karena 

pengaruh dari peneliti sendiri dalam analisis data .43Penelitian ini akan mngukur 

                                                
42 Conny R. Metode Penelitian Kualitatif, (Cikarawang , Grasindo;2010),hal. 7  
43 Conny R. Metode Penelitian Kualitaif, (Cikarawang, Grasindo ; 2010), hal. 8  
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pendapatn data dengan cara teknik Triangulasi atau proses mencari  koordinat 

dan jarak sebuah titik sudut pandang tentang perencanaan  

35  

pengelolaan keuangan desa pada pemerintahan desa studi kasus  Desa Bonda 

Kase, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal.  

B. Tempat dan Waktu Penelitian  

1. Tempat Penelitian  

  Tempat penelitian pada penelitian ini yaitu Desa Bonda Kase, Kecamtan 

Natal, Kabupaten Mandailing Natal. Desa Bonda Kase tidak memiliki dusun 

hanya satu jalur atau satu arah. Desa Bonda Kase ini adalah sebuah desa 

yang ada di Kecamatan Natal,Kabuapten Mandailing Natal yang terletak di 

sebelah bagian barat. Jadi Kota Natal adalah bagia dari   Desa Bonda Kase  

dengan jarak tempuh yang sangat dekat dengan hitungan lebih kurang 700 

meter.  

2. Waktu Penelitian  

  Waktu penelitian ini dilakukan sejak bulan September tahun 2020 sampai 

dengan bulan Januari  Tahun 2021. Adapun waktu penelitian ini dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini:  

Tabel 3.1 Waktu Penelitian  

No   Kegiatan   Bulan Pelaksanaan Penelitian Tahun 2020 -2021  

September  Oktober  November  Desember  Januari  

1  Survei                  

2  

Menentukan   

Judul dan   

Topik  
               

3  

Pembuatan  

Proposal   
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4  

Bimbingan  

Proposal  
               

5  

Seminar  

Proposal  
               

6  

Bimbingan  

Skripsi  
               

7  

Penelitian  

Bab IV  
               

8  

Pengumpulan  

Data   
               

9  

Pengelolahan  

Data  
               

10  

Proses   

Bimbingan   
               

11  

Penyusunan  

Laporan  
               

12  SidangSkripsi                  

  

C. Jenis dan Sumber Data  

1. Jenis Data  

 Pada jenis data penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang yang 

disajikan dalam bentuk kata – kata (tulisan), gambar (audio ) atau video 

yang memiliki makna. Dalam data - data tersebut dilakukan  dari 

wawancara, pengamatan, pemotrekan,, perekaman dan lain – lain.44  

2. Sumber Data  

                                                
44 Rumus statistic, Jenis Data dan Metoe Pengumpulan Data Penelitian,https://www. Rumus 

statistic.com/2019/03/ jenis data dan metode penumpulan data penelitian,html,diakses pada tanggal 

7 oktober 2020  
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 Dalam penelitian ini sumber data yg digunakan oleh peneliti yaitu data 

primer dan data sekunder. a. Data Primer  

 Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung 

dari sumber asli atau pihak pertama.Dalam data ini dicatat dan 

dikumpulkan atau didengarkan secara langsung yang pertama kali 

dengan khusus tujuannya untuk menjawab pertanyaan dari 

peneliti.Dalam hal ini data yang dikumpulkan adalah laporan dana desa. 

Data  yang dihasilkan dari wawancara secara langsung kepada pihak – 

pihak yang terkait dengan perencanaan pengelolaan keuangan Desa 

Bonda Kase di Kecamatan Natal.  

  

b. Data Sekunder   

 Merupakan data internal dari perusahan atau entitas yang diperoleh dari  

objek yang diteliti secara tidak langsung melalui media yang diperoleh 

atau perantara dan ditulis oleh pihak lain berupa laporan keungan dana 

desa Bonda Kase, Kecamatan Natal, Kabupatern Mandailing Natal.pada 

penelitian ini terdapat juga menggunakan data sekunder  sebagai data 

tambahan untuk mengenai profil Desa Bonda Kase, beberapa document 

yan terkait  dengan perencanaan pengelolahan keuangan desa di Desa 

Bonda Kase dan berapa gambar dari saran dan prasarana  yang dbngun 

dengan mengunakan pendapatan desa. Data ini yaitu bersumber dari 

bendahara desa  yang sangat berperan pentyng untuk mengurus dan 

mengatur laporan keuangan desa.  

D. Subjek dan Objek Penelitian  

1. Subjek penelitian  

  Dalam subjek penelitian adalah sebuah informasi atau narasumber untuk 

menjadi data riset darimana data penelitian. 45Subjek pada penelitian ini 

adalah Kepala Desa dan Sekretaris Desa pengelolaan keuangan di Desa 

Bonda Kase, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal.  

2. Objek penelitian  

                                                
45 Siddiq, Objek Penelitian : Pengertian dan Contohnya, Sosiologis.com, diakses  pada 7 0ktober 

2020  



39  

  

 

  Dalam objek penelitian adalah topik permasalahan yang dikaji dalam data 

peneltian.46Objek pada penelitian ini adalah sebuah laporan keuangan di 

Desa Bonda Kase, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal.  

  

  

2020  

E. Metode Pengumpulan Data.  

 Dalam metode pengumpulan data yang dapat diperlukan pada sebuah 

penelitian adalah sebagai berikut :  

1. Metode wawancara   

  Metode wawancara merupakan metode yang mengumpulkan data data yang 

adapat diperoleh untuk secara langsung pada sebuah informasi dengan 

pengungkapkan persoalan atau pertanyaan secara lisan kepada subjek 

penenelitian atau responden.47Pada umumnya wawancara dilakukan secara 

tatap muka langsung saat memberikan  beberapa pertayaan kepada 

responden. Namun ada beberapan wawancara yang dilakukan untuk 

menutupi kelemahan yang disebabkan letak geografis yang jauh, jdi ditutupi 

dengan lewat komunikasi atau online seperti telepon dan chat. Tujuan utama 

wawancara adalah membangun suatu hubungan persahabatan dengan 

responden.48  

  Wawancara ini bersifat tidak terstruktur dan dilakukan kepada pihak sub 

bagian keuangan perangkat desa pada Desa Bonda Kase, Kecamatan Natal, 

Kabupaten Mandailing Natal. metode ini digunakan dalam rangka 

memperoleh data primer berupa struktur pengelolaan keuangan desa yang 

terjadi, gambaran umum dan kondisi Desa Bonda Kase, kecamatan 

kaupaten mandailing natal. imformasi pada wawancara dalam penelitian ini 

merupakan pihak atau orang yang sudah berkopenten dalam bidangnya dan 

                                                
46 Siddiq, Objek Penelitian : Pengertian dan Contohnya, Sosiologis.com, diakses pada 7 oktober  
47 Arfan ikhsan, Metode Penelitian bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen (Bandung. Cipta 

Pustaka Media, 2014), hal. 123  
48 Arfan ikhsan , Metode Penelitian bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen (Bandung, Cipta Pustaka  

Media, 2014), hal. 124  
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yang sngat relative dalam pokok pembahasan penelitiannya yaitu analisis 

perencanaan pengeloaan keuangan desa di Desa Bonda Kase.  

2. Meode dokumentasi  

  Metode dokumentasi ini dilakukan pada pengambilan data untuk dikumpulkan 

sebagai data sekunder  dari beberapa sumber, baik itu kelembagaan maupun 

pribadi. Jadi pada peneliti ini yaitu dengan cara teknik dokumentansi atau 

surat  dengan merangkum atau analisa surat atau dokumen yang 

bersangkutan dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa 

Bonda Kase yaitu dokumen yg berupa APBDesa.49  

F. Metode Analisis Data  

 Cara metode analisis data yang dilakukan pada penulisan skripsi ini adalah 

penulisan yang bersifat pada deskriftif kualitatif yang bertujuan pada suatu 

gambaran yang baik pada latar belakang serta sifat – sifat karakteristik yang 

benar dari subjek yang akan diteliti. Pada peneliti kualitatif sendiri memiliki arti 

dalam suatu proses atau berjalan yang dilakukan untuk mendapatkan 

pemahaman yang lebih optimal terkait pada suatu analisis yang berinteraksi 

pada manusia. Penelitian kualitatif disisni maksudnya untuk dipahami kejadian- 

kejadian yang apa telah dialami oleh subjek peneliti terhadap responden.50  

 Adapun pada penelitian ini datanya diproleh dari analisis kompratif. Jadi 

analisis komparatif merupakan suatu teknik analisis yang lakukan untuk 

membandingkan antar pendapat atau elemen yang sama, misalanya penelitian 

di sisni dilakukan perbandingan antara perencanaan pengelolaan keuangan desa 

di Desa Bona Kasedengan standar – standaryang mengacu pada Permendagri 

No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Des. Jadi sebelum 

melakukan langkah awalnya dalam peneliti untuk menganalisis data yang 

dipahami dalam teori pada Peraturan Menteri dalam Negeri  Tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa. Setelah peneliti memahami teori yang terdapat 

pada perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No. 20 

Tahun 2018 perlu melukan suatu analisis untuk mendapatkan data data yang 

dapat digunakan.  Data yang diperlukan dalam penelitian  yaitu data kualitatif 

                                                
49 Anwar Sanusi, Metode Penelitian Bisnis, ( Jakarta ;Salemba Empat, 2011 – 2014 ), hal. 56  
50 Arfan Ikhsan, Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen ( Bandung, Cipta 

Pustaka Media,2014) hal 23  
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hasil dari wawancara, analisis dokumentansi serta hasil dari observasi. 51 

Adapun tahap - tahap yang dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Pengumpulan hasil data, peneliti dapat menulis atau mencatat data yang di 

peroleh yang telah sesui dengan hasil yang telah di wawancarai, 

dokumentansi dan maupun observasi di lapangan, berupa data yang 

dikumpulkan yaitu laporan keuangan desa atau APBDesa tahun 2020.  

2. Reduksi pada data , peniliti mencakup dan inti dari informasi yang sesui 

dengan hasil penelitian. Mencakup sebuah data di lakukan data- data apabila 

di peroleh terlalu banyak dari narasumber dan takut semuarumusan  masalah 

tidak relevan.  

3. Uji keabsahan data, peneliti setelah melakukan reduksi pada data, 

selanjutnya data tersebut dapat diuji kebenaran dengan kejujuran.pengujian 

data dilakukan dengan  Teknik Triangulasi  atau Navigasi.  

4. Penyajian data, yaitu dilakukan untuk bentuk uraian singkat, sehinga 

peneliti dapat memudahkan untuk memhami situasi atau kondisi untul 

melanjutkan tahap seterusnya yang akan dikerjakan. Data yang telah 

disajikan oleh peneliti dalam penelitian yaitu berbentuk analisis 

perencanaan pengelolahan keuangan desa didesa Bonda Kase.  

5. Menganalisis data yaitu peneliti dapat menganailisis dokumen yang sesuai 

dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Bonda Kase 

penegEloaan keuangan yang di Permendagri No,20 Tahun 2018.  

6. Penarikan pada kesimpulan dan kompirmasi ,penelitian kualitatif dapat 

disimpulkan merupakan sebagai temuan yang baru yang beum pernah 

dilakakuan sebelumnya. Kompirmasi yaitu penyajian  yang didasarkan pada 

data maupun reduksi data yang menjawab dalam rumusan masalah tersebu 

                                                
51 Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indoseia Nomor 20 Tahun 2018, tentang Pengeloaan 

Keuangan  Desa.  



 

 

  

  

  

BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

  

A. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 1. Sejarah Desa Bonda 

Kase  

 Pada umumnya,Desa Bonda Kase merupakan  sebuah nama desa yang 

terdapat diwilayah Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal. 

Desa Bonda Kase adalah sebuah desa dengan sebutan Patiluban dan 

dikelilingi tumbuhan – tumbuhan yang lebat. Kehidupan kelompok 

masyarakat atau penduduk masa itu masih primitive. Desa ini dipimpin 

oleh seorang raja atau datuk yang terbagi oleh 4 (empat) yaitu :  

1. Patiluban Mudik dengan sebutan Sijantung  

2. Patiluban Hilir dengan sebutan Patiluban  

3. Balimbing dengan sebutan Anak Air Kapundung  

4. Bonda Kase dengan sebutan Jambu atau Padang Laweh  Beberapa 

tahun belakang ini, sehingga dengan perkembangan zaman dan 

perkembangan dengan masyarakat. Jadi Patiluban dibagi menjadi 

atas dua (2) bagian yaitu, Patiluban Mudik dan Patiluban Hilir. Pada 

tahun 2002, pembangunan berkembang pesat sesuai dengan 

perkembangan masyarakat dua desa tersebut diatas dibagi menjadi 

empat (4) desa, yaitu : 1. Desa Patiluban Mudik  

2. Desa Patiluban Hilir  

3. Desa Balimbing   

4. Desa Bonda Kase  
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Tabel 4.1  Sejarah Pemerintahan Desa  

No  Perode / Tahun  Nama Kepala 

Desa  

Keterangan  

1  Tidak diketahui   -  -  

2  1945 – 1965  Jabong   Dengan sebutan Patiluban  

Hilir   

3  1945 – 1975  Sa’arus   Dengan sebutan Patiluban 

Hilir  

4  1975 – 1986  Basrun Lubis   Dengan sebutan Patiluban 

Hilir  

5  1986 -1988  Syaebaini   Dengan sebutan Patiluban 

Hilir  

6  1988 – 1994  Abu Bakar   Dengan sebutan Patiluban 

Hilir  

7  1994 – 2002  Hasan Nuki  Dengan sebutan Patiluban 

Hilir  

8  2002 – 2008  Irpanuddin   Dengan sebutan Bonda 

Kase  

9  2008 – 2011  Al Ashar  Dengan sebutan Bonda 

Kase  

10  2012 – 2013  Irpanuddin   Dengan sebutan Bonda 

Kase  

11  2014 – 2015  Al Ashar  Dengan sebutan Bonda 

Kase  

12  2015 – 2016  Abu Bakar  Dengan sebutan Bonda 

Kase  

13  2017 – 2021  Farhan   Dengan sebutan Bonda 

Kase  

  

Tabel 4.2  

Pembangunan di Desa Bonda Kase Tahun 1965 - 2020  

Tahun   Kejadian yang baik   Kejadian yang buruk   

1965  Pembangunan Gedung Sekolah 

Dasar (SD), yang pada saat itu 

dikenal dengan istilah Pelita 

(Pembangunan Lima Tahun)  

  

2002  Pembangunan sebuah Masjid 

dengan Swadya   

  

2004  Pembangunan Sekolah 

Memengah Pertama (SMP  

Negeri 6) yang dananya dari  

APBN  

  

    

2008  Perluasan Area Percetakan 

Sawah yang dibiayai oleh 

APBD  
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2008  Pembangunan  Gedung  

Madrasah yang di biayai dengan 

swadaya Masyarakat   

  

2009  Pembanguna Sarana Air Bersih 

yang dananya bersumber dari 

APBN  

  

2016 -2020  Pembangunan  Jalan  Rabat  

Beton atau Jalan Setapak yang 

dananya dari APBDesa  

  

  

2. Kondisi Geografis Desa Bonda Kase  

 Secara geografis desa Bonda Kase yaitu terletak di bagian dalam dalam 

wilayah Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal Provinsi 

Sumatera Utara. Secara keseluruhan luas wilayah Desa Bonda Kase 

adalah 153,551 Ha, dimana 65% berupa daratan yang bertopografi 

bukit- bukit dan 35% daratan dimamfaatkan sebagai lahan pertanian 

seperti persawaan tada hujan.  

i) Batas wilayah desa Bonda Kase   

(a) Sebelah Utara   : desa Tunas Karya dan desa Tegal Sari  

(b) Sebelah Selatan  : desa Sinunukan V  

(c) Sebelah Barat    : desa Patiluban Hilir  

(d) Sebelah Timur ii) 

Topografi   

 : desa Balimbing   

(a) Ketinggian    : 9 mdpl  

iii) Hidrologi      : Tadah Hujan  

iv) Luas lahan pertanian  

(a) Sawah tadah hujan : 53,74 Ha  

3. Kondisi Pekeonomi Masyarakata Desa Bonda Kase  

 Sebagian besar masyarakat Desa Bonda Kase bermata pencaharian di 

sektor non formal sebagai buruh, yaituburuh bangunan, buruh tani dan 

petani. Sebagian kecil lainnya masayarkat Desa Bonda Kase bermata 

pencaharian di sektor formal seperti PNS Pemda, Tenaga Pendidik dan 

Kependidikan, Tenaga Kesehatan atau TNI/Polri.  

4. Sarana dan Prasaran Desa Bonda Kase Tabel 

4.4  

Sarana dan Prasaran Desa Bonda Kase  

No  Srana/Prasarana  Jumlah/Volume  Keterangan  

1  Balai Desa   1  Perlu perluasan  



45  

  

 

2  Kantor Desa  1  Perlu perluasan   

3  Puskesmas Pembantu  -  Perlu perluasan   

4  Masjid   1  Perlu perluasan   

5  Musholla   1  Perlu perluasan   

6  Pos Kamling   2  Perlu penambahan   

7  Taman Kanak-Kanak  -  Perlu dibangun   

8  PAUD  1  Perlu bangunan 

baru   

9  Pos Polisi  -  Perlu dibangun  

10  SD Negeri  1  Perlu tambahan 

lokasi   

11  SMP Negeri  1  Kondisi baik  

12  Balai Pertemuan  -  Perlu dibangun   

13  Madrasah Diniah 

awaliyah   

1  Perlu tambahan 

mobile  

14  Cek Dam  -  Sangat diperlukan 

untuk dibangun   

15  Pemakaman Umum  1  Perlu perluasan   

16  Pemancar RRI  -  Perlu dibangun  

17  Sungai   2  Perlu perluasan arus 

sungai   

18  Jalan Koral  1  Perlu dibangun 25  

Km  

19  Jalan Poros/ Hot Mix  -  Perlu dibangun  

20  Jalan Aspal 

Penentrasi  

-  Perlu dibangun  

21  Kantor Pos Giro  -  Perlu dibangun  

22  Lumbung Tani  -  Perlu dibangun  

23  Sumur  Bor  4  Perlu diperbaiki dan 

pertambahan   

  

  

  

  

  

  

  

5. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa di Desa Bonda Kase  
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Gambar 4.1. Struktur Organisasi Pemerintah Desa di Desa 

Bonda Kase.  

  

6. Arah Kebijakan Keuangan Desa di Desa Bonda Kase  Keuangan Desa 

di Desa Bonda Kase merupakan  semua hak dan kewajiban dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang 

termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan 

dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan keuangan di Desa 

Bonda Kase merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, 

pertanggungjwaban dan pengawasan terhadap keuang desa di Desa 

Bonda Kase. Agar dalam peneglolaan keuangan desa di Desa Bonda 

Kase lebih memainkan keberpihakkan kepada kebutuhan masyarakat 

dan sesuai dengan peraturan yang dikelola secara transparan, akuntabel, 

partisipatif, serta dilaksanakan dengan tertib dan juga disiplin anggaran.  

 Sehingga kebijakan pengelolaan keuang desa di Desa Bonda Kase 

sesuai amanah peraturan perundang – undangan yang berlaku, di 

antaranya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati (PERBUB) 

Kabupaten Mandailing Natal No.7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Dana Desa tersebut untuk mencerminkan 
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keberpihakkan terhadap kebutuahan riil (seluruh) masyarkat, maka di 

setiap tahunnya Pemerintahan Desa dan bersama Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) menetapkan tentang Anggaran 

Pendapatan dan Bekanja Desa (APBDesa) secara transparan dan 

partisipasif dengan proses penyususnannya dimulai dari lokasi karya 

desa, maupun konsultasi public dan rapat umum BPD untuk 

penetapannya. APBDesa didalammya terdapat memuat pendapatan, 

belanja dan biaya pengelolaannya di mulai tanggal 1 januari sampai 

dengan 31 Desember tahun bersangkutan.  

1. Pendapatan Desa  

  Pendapatan desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang 

melalui transfer atau rekening desa yang merupakan hak desa dala 1 

(satu) tahun anggaran tang tidak perlu dibaya oleh Desa. Perkiraan 

dalam pendapatan desa diatur berdasarkan asumsi realisasi 

pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan 

berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, 

Bagi Hasil, Bagian Dana Perimbangan,Bantuan Keringan dari 

Pemerintah Pemerintah Provinsi Pemerintahan Kabupaten. Hibah 

dan Sumbangan dalam pihak ketiga. Asumsi  pada Pendapatan Desa 

di Desa Bonda Kase Tahun Aggaran 2020 sebesar Rp. 707.996.000,- 

(Tujuh Ratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam 

Ribu Rupiah) yang bersumber dari :  

  

a. Pendapatan Transfer   

 3. Dana Desa     : Rp. 707.996.000,-  

   Jumlah Pendapatan  : Rp. 707.996.000,-  

  

4. Belanja Desa  

 Belanja desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran 

dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) 

tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh 

Desa Bonda Kase. Belanja sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 

2018 dan Peraturan Bupati (PERBUB) Kabupaten Mandailing Natal 

No.7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
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Dana Desa. Adapun asumsi pada pendapatan belanja desa tahun 

anggaran 2020 adalah sebagai berikut :  

a. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa   

Rp. 191.048.500,-  

b. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan   

Rp. 54.236.500,-  

c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat  

Rp. 135.711.000,-  

d. Bidang Penanggulan Bencana, Darurat dan Mendesak  

Rp. 362.000.000,-  

   Jumlah Belanja   : Rp. 742.996.000,-  

  

5. Pembiayaan Desa  

Yaitu pedoman penyusunan APB Desa yang harus menguraikan 

secara rinci seperti:  

b. Penerimaan Pembiayaan  

1. Silpa      : Rp. 35.000.000,-  

c. Pengeluaran Pembiayaan   

1. Pembiayaan NETTO : Rp. 35.000.000,-  

  

7. Pengutamaan Program dan Kegiatan  

 Permasalahan yang ada di Desa Bonda Kase bukan hanya sematamata 

disebabkan oleh factor eksternal saja, tetapi melainkan juga disebabkan 

permasalahan makro baik itu ditingkat Kecamatan, Kabupaten, 

provinsi,maupun Pemerintah Pusat. Permasalahan yang telah terjadi 

maka akan semakin besar jika tidak dilakukan pada identifikasi 

permasalahan yang sesuai dengan sumber penyebab masalah beserta 

tingkat signifikasinya secara pasrtisifatif (keterlibatan).Pengutamaan 

program dan kegiatan Desa Bonda Kase tahun 2020 adalah sebagai 

berikut :  

1. Program Kegiatan yang berasal dari Pagu Indikatif Desa Bonda  

Kase  

a. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Bonda Kase  



49  

  

 

1. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan 

Saranan/Prasarana Sub Bidang Pendidikan.  

2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan 

Lingkungan Desa Sub Bidang Pekerjaan Umum dan 

Penataan Rung.  

3. Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikas 

(bacaan) dan juga Informatika dalam Sub Bidang 

Perhubungan.  

b. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Bonda Kase  

1. Pembenteukan dan Dukungan lembaga Adat dan 

Keagamaan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan.  

2. Penyelenggaraan Festifal Kesenian, Budaya/Adat dan 

Keagamaan ,Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan.  

3. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD Sub Bidang Kelembagaan 

Masyarakat.  

4. Pembinaan PKK Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat.  

5. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Sub 

Bidang Kelembagaan Kemsayarakatan.  

  

c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Bonda Kase  

1. Meningkatnya Kapasitas Perangkat Desa pada Sub Bidang 

Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa (PKAD).  

2. Meningkatnya Kapasitas BPD Sub Bidang Peningkatan 

Kapasitas Aparatur Desa (PKAD).  

3. Pengadaan  Perlengkapan  dan  Peralatan 

Masyarakat/kelompok  Masyarakat  Sub  Bidang 

Pemebrdayaan  Perempuan/Perlindungan  Anak 

 dan  

Keluarga.  

4. Pelatihan Tataboga Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan/ 

Perlindungan Anak dan Keluarga.  

5. Bantuan Intensif Guru PAUD dan Taman Belajar 

Keagamaan Sub Bidang Pelayanan Pendidikan dan 

Kebudayaan.  
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6. Bantuan Intensif untuk Kade Kesehatan Kemasyarakatan 

Sub Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarkat.  

7. Persedian Makanan Sehat untuk Peninktanan Gizi bagi 

Balita atau Anak Sub Bidang Pelayanan Kesehatan 

Masyarkat.  

d. Bidang Penanggulan Bencana, Darurat dan Mendesak  

1. Penanganan Keadaan Mendesak Sub Bidang Keadaan 

Mendesak.  

2. Mengawasi setiap kejadian Sub Bidang Darurat.  

  

B. PEMBAHASAN 1. Perencanaa Pengelolaan Keuangan Desa Pada 

Pemerintahan Desa  di Desa Bonda Kase  

 Pengelolaan keuangan desa di Desa Bonda Kase Kecamatan Natal 

Kabupaten Mandailing Natal telah menggunakan standar yang telah 

ditetapkan oleh Pemerintah,yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri No 

20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pemerintahan 

Desa di Desa Bonda Kase dalam menyusun keuangan desa di Desa 

Bonda Kase tidak sepenuhnya berpedoman dengan peraturan menteri 

dalam negeri, namun pemerintahan desa juga berpedoman dengan 

peraturan daerah, yaitu Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten 

Mandailing Natal NO. 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis  

Pengelolaan Keuangan Dana Desa.  

 Kabupaten Mandailing Natal merupakan salah satu bagian dari nama 

Kabupaten yang berada  di Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten 

Mandailing Natal adalah salah satu kabupaten yang menerapkan system 

Pengelolaan Keuangan Desa yang akunatabilitas atau secara transparan. 

Dalam pelaporan pengelolaan keuangan desa, pemerintahan desa sangat 

menerapkan system transparansi karena tekanan dari pemerintah 

kabupaten setempat.  

 Salah satu desa di Kabupaten Mandailing Natal  yang merupakan 

prinsip transparansi dana akuntabilitas adalah Desa Bonda Kase. Prinsip 

transparansi dan akuntanbilitas yang digunakandengan caea 

penatausahaan, pelaporan dan pertanggujwaban deterapkan di Desa 

Bonda Kase. Selain dengan tiga prinsip tersebut, pemerintahan Desa 

Bonda Kase juga mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran keuangan 
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di desa. Jadi, setiap harinya berapa pun keuangan yang telah dikeluarkan 

secara ditulis dan dicatat di buku besar pembantu agar tidak ada yang 

terlupa dalam setiap pengeluaran. Begitu juga dengan pemasukan dari 

sisa uang yang telah dikeluarkan juga selalu di tulis.  Dalam tahap 

perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Bonda Kase, 

pemerintahn desa membuat rancangan RPJM Desa (Rencana 

Pembanguna Jangka Menengah Desa) untuk jangka waktu selama 6 

(enam) tahun. Sekretaris Desa menyususun Rancangan Peraturan Desa 

(Raperdes) tentang RPJM Desa yang telah diserahkan atau diberikan 

kepada kepala desa unruk dibahas dalam menyepakati bersama Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD). Perencanaan pada Desa Bonda Kase 

telah disepakati atau ditetapkan dalam RPJM Desa, kemudian 

dijabarkan dalam Recana Kerja Bangunan Desa (RKJDesa) setelah 

mengadakan Musrengbandes terlebih dahulu. RKPDesa ini yang 

menjadi salah satu dasar untuk menyusun salah satu perencanaan 

pengelolaan keuangan desa di Desa Bonda Kase yang berupa Rapardes 

tentang Anggaran Pnedapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Rapardes 

tentang APBDesa di sampaikan oleh kepala Desa Bonda Kase kepada 

Bupati/Walikota melalui Camat berdasarkan Informasi yang diberikan 

dari Kecamatan. Dalam menyelenggarakan musyawarah desa, 

pemerintahan desa Bonda Kase melakukan perencanaan keungan desa 

dengan menjaring  aspirasi dan kebutuhan masyarakat dengan 

menerapkan prinsip keadilan. Prinsip ini menekankan perlunya 

keseimbangan distribusi hak dan kewajiban  berdasarkan pertimbangan 

obyektif52  

 Desa Bonda Kase hanya membuat laporan pertanggungjawaban tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Dalam laporan 

pertanggungjawaban APBDesa tersebut hanya mencantumkna tentang 

Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) yang ssudah disepakati oleh 

BPD, hasil rapat musyawarah desa dan APBDesa. Mereka menganggap 

bahwa laporan pertanggungjawaban tentang Anggaran Pendapatan dan 

                                                
52 Surkati. Otonomi Daerah Sebagai Instrumen Pertumbuhan Kesejahteraan..(Mimbar, 2012), hal. 

40  
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Belanja Desa (APBDesa) sama dengan tentang Laporan Realisasi 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan (LRPAP) dan Belanja Desa53.  

 Dalam setiap tahun diadakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 

Desa (Musrenbangdes) tujuannya yaitu untuk mengetahui berapa 

anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan desa tersebut. Untuk 

tahun 202, Desa Bonda Kase memndapatkan Dana desa  sejumlah Rp. 

707.996.000,-. Dana desa tersebut telah diperinci untuk kebutuhan desa 

diantaranya untuk untuk pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan 

masyarakat, pemberdayaan kemasyarakatan serta penanggualan 

bencana darurat dan mendesak. Dana desa tersebut diaplikasikan kepada 

masing – masing bagian dalam bentuk yang berbeda – beda seperti 

pembangunan jalan dan renovasi bangunan yang sudag tidak layak 

pakai atau persedian makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita 

dan anak di Desa Bonda Kase.  

 Sebelum pelaksanaan Musrenbangdes, setiap RT menampung usulan 

dari masyarakatyang kemudian disususn dalam bentuk draf usulan 

perencanaan kegiatan dan dibahas saat pelaksanaan Musrenbangdes. 

Perencanaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No 

20 Tahun 2018 merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran 

Pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan 

dalam APBDesa,yaitu menjelaskan menegenai teknis sekretaris desa 

dalam menyusun Rancangan Peraturan Desa  (Raperdes) tentang 

APBDesa berdasarkan Rencana Kerja Bngunan (RKP) Desa tahun 

berkenaan. Kemudian sekretaris Desa tersebt menyampaikan 

rancanagan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada kepala desa untuk 

membahas dan menyepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan 

Desa paling lambat bulan Oktober Thaun berjalan.  Rancangan 

Peraturan Desa (Raperdes) tentang APBDesa sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 32 ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada Bupati 

/Walikota melalui Camat atau Sebutan lain paling lambat 3(tiga) hari 

sejak disepakati untuk dievaluasi. Hasil dari evaluasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Bupati/Walikota 

dan disamapikan kepada Kepala Desa paling lama lama 20(dua puluh 

                                                
53 Hasil Wawancara Kepala Desa, 19 September 2020  
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)hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimkasud. Jika hasil 

evaluasin sebgaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesui maka dengan 

ketentuan peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi, 

kepentingan umum,dan RKP Desa , selanjutnya kepala desa 

menetapkan menjadi peraturan desa.   Pengelolaan keuangan desa dan 

pelaksanaan keuanga desa di Desa Bonda Kase di Kecamatan Natal 

Kabupaten Mandailing Natal baik  dalam bnetuk penerimaan maupun 

pengeluaran desa yang dilaksanakn dengan melalui rekening kas desa 

pada bank yang ditunjuk Bupati/Walikota. Tetapi sebaliknya dalam 

laporan masih belum berjalan dengan baik. Bendahara desa mengajukan 

surat permintaan pembayaran terlebih dahulu setelah disetujui oleh 

kepala desa baru stelah itu bendahara melakukan  pembayaran, jadi surat 

pembayarannya dinyatakan dengan pertanggungjawaban belanja dan 

juga bukti transaksi bam yang akan dilampirkan apabila bendahara 

sudah membayar atau melakukan pembayaran54.  

 Pemerintahan desa Bonda Kase Kecamatan Natal Kabupaten 

Mandailing Natal membentuk tim khusus sendiri yang bertugas untuk 

mengawasi kegiatan pembangunannya, akan tetapi tim pengawas yang 

dibentuk belum menjalankan tugasnya dengan baik. Pengawas yang 

dibentuk bam akan bekerja jika ada tim pengawasa atau pendamping 

dari Kecamatan. Timpendamping yang ada dari Kecamatan memonitor 

disaat ada kegiatan pembangunan (hasil wawancara ketua pelaksanaa 

kegiatan, 21 September 2020).   

 Teknik pengaturan pengelolaan keuangan desa berdasarkan 

Permendagri No 20 Tahun 2018 adalah desa persiapan mendapatkan 

alokasi biaya operasional dan biaya lainnya yang ditetapkan dalam 

APBDesa induk berdasarkan RKP Desa induk dengan besaran sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Pelaksanaan alokasi 

biaya operasional dan biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilaksanakan oleh pejabat Kepala Desa Persiapan. Pelaporan dan 

pertanggungjawaban alokasi baiaya operasional dan biaya lainnya 

                                                
54 Hasil Wawancara dengan Bendahara Desa,  18 September 2020  

  



54  

  

 

s3bgaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakn sesuai dengan ketentua 

peraturan perundang – undangan.  

 Berdasaran hasil analisis terdapat adanya penyelenggaran administrasi/ 

atau pelanggaran pidana diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang – undangan.  

 Secara teknik pengawasan pengelolaan keuangan desa di Desa Bonda 

Kase masih kurang maksimal. Karena pengawasan mungkin bukan 

orang yang ahli pada bidang tersebut. Sealin itu juga pengawasan dari 

tim yang ada di pendamping kecamatan masih bersifat global karena 

harus bisa mengawas atau mnegontrol seluru desa yang di bawah 

kecamatan dan dibawah pemerintahan kabupaten.   

  

2. Analisis Perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Bonda 

Kase Dengan Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 20 TAHUN 2018 Terhadap 

Penatausahan, Pelaporan dan Pertanggungjawan Keuangan Desa 

Bonda Kase  

a. Penatausahaan Keuangan Desa di Desa Bonda Kase   

 Penatausahaan yang telah disusun dari permusyawarahan desa atau 

biasa disebut dengan Musrenbangdes (Musyawarah Rencana 

Pengembangan Desa) dan telah disetujui oleh BPD (Badan 

Permusyawarahan Desa) dilakukan oleh bendahara desa, sekretaris 

desa dan dilakkan oleh tim pelaksana yang telah dibentuk sesuai 

dengan kebutuhan masing-masing perencanaan.  Dalam tahap 

penatausahaan ini, bendahara desa masih belum bekerja sendirian. 

Bendahara desa membutuhkan bantuan dari sekretaris desa untuk 

saling berkoordinasi mengenai penatausahaan keuangan. Sedangkan 

tim pelaksana dibentuk guna membagi masing-masing pekerjaan 

yang telah direncanakan pada tahap perencanaan. Misalnya pada 

tahap pembangunan jalan di di Desa Bonda Kase si Fulan yang telah 

diberi wewenang untuk menangani pembangunan jalan berarti, si 

Fulan tersebut mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam 

pembangunan jalan tersebut.  

b. Pelaporan Keuangan Desa di Desa Bonda Kase  
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 Pelaporan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri 

Nomor 20 Tahun 2018 pasal 68 dimana kepala desa menyampaikan 

laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/ 

Walikota melalui camat. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) teridiri dari : laporan pelaksanaan APBDesa ;dan laporan 

realisasi kegiatan.. kepala desa menyusun laporan sebagaimana 

dimaksud ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 paling lambat minggu kedua 

bulan Juli tahun bejalan.  

 Pelaporan keuangan desa dilakukan oleh kepala Desa Bonda Kase. 

Dalam hal tersebut, kepala desa hanya sebagai perantara. Kepala 

desa adalah wakil dari bagian perangkat desa setmapat untuk 

melaporkan kineja dari desa tersebut. Jadi dalam melaporkan 

keuangan desa, dilakukaan tiga kali dalam setahun yaitu per bulan, 

per tiga bulan, per tahun. Bendahara desa selalu mencatat 

pengeluaran perharinya jika ada perlu yang dilaporkan.  

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa pada pelaporan 

keuangan desa di Desa bonda kase belum sesuai dengan 

Permendgari Nomor 20 Tahun 2018. Laporan pertanggungjawaban 

APBDesa hanya dilakukan paling lambat tiga bulan setelah akhir 

tahun anggaran  berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa 

dengan mempertanggungjawaban realisasi APBDesa.  

c. Pertanggungjawaban  Keuangan Desa di Desa Bonda Kase.  Secara 

teknis, laporan pertanggunggjawaban pengelolaan keuangan pada 

desa -  desa yang ada di Kecamatan Natal berbedabeda. Desa yang 

membuat laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan pengelolaan 

APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa)dan itupun 

dicantumkan dalam RPJ (Rencana kerja  

Bangunan) yang dilaksanakan berdasarkan peraturan desa. Desa 

Bonda Kase hanya membuat laporan pertanggungjawaban 

mengenai APBDesa. Dalam laporan ini pertanggujawaban  

APBDesa hanya mencantumkan RPJ (Rencana Pembangunan Desa) 

yang telah disetujui oleh BPD, hasil musyawarah desa dan  
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APBDesa. Mereka menganggapkan bahwa laporan 

pertanggungjawaban APBDesa sama dengan laporan realisasi 

pelaksanaan anggaran dan belanja desa55  

 Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Desa Bonda Kase belum 

sampai menerapkan atau publikasi tentang laporan 

pertanggungjawaban konsolidasi realisasi pelaksanaan APBDesa 

kepada masyarakat, karena masih ada kendala- kendala yang belom 

selesai dalam laporan pertanggungjawaban. Jadi, pemerintahan desa 

mengimformasikan kepada masyarakat melalui Musrenbang desa 

yang dilakukan melalui BPD, RT dan diumumkan dimasjid terdekat 

serta adanya papan proyeksi yang dipasang dekat proyek 

pembangunan 56 .Pertanggujawaban pengelolaan keuangan desa 

berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 bahwa kepala desa 

menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati/ 

Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban 

mengenai konsolidasi realiasi pelaksanaa pengelolaan APBDesa 

yaitu terdiri dari : pendapatan desa , belanja desa,dan pembiayaan 

desa . pada laporan  pertanggungjawaban pada konsolidasi realisasi 

pelaksanaan pengelolaan APBDesa dilampiri:  

a. Format laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APBDesa 

tahun anggaran berkenan.  

b. Format laporan kekayaan milik desa per31 Desember tahun 

anggaran yang berkenaan.  

c. Format laporan kegiatan pemerintah dan pemerintah daerah 

yang masuk desa.  

 Selain pertanggungjawaban dalam bentuk laporan Bupati/Walikota 

menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APBDesa 

kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa 

paling lambat minggu kedua Bulan April tahun bejalan.  

 Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah Desa Bonda 

Kase dengan cara melaporkan hasil kinerja kepada pihak kecamatan, 

kabupaten dan masyarakat setempat. Kepada pihak Kecamatan 

                                                
55 Hasil Wawancara Kepala Desa, 19 September 2020  
56 Hasil Wawancara Sekretaris Desa ,19 September 2020  
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Natal, pemerintah desa wajib melaporkan keuangan desa setiap tiga 

bulan sekali. Sedangkan kepada pihak Kabupaten Mandailing Natal, 

pemerintahdesa melakukan pertanggungjawaban setiap setahun 

sekali. Kepada masyarakat setempat, pemerintah desa melakukan 

pertanggungjawaban dengan cara memasang banner disudut jalan.  

 Namun setelah peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat 

desa, masyarakat desa masih menganggap bahwa laporan yang 

seperti itu masih kurang transparan. Hal ini dikarenakan dalam 

laporan tersebut hanya dituliskan secara global dan masyarakat desa 

pun jarang membaca laporan keuangan tersebut meskipun ditempel 

ditempat keramaian.  

 Masyarakat desa juga menilai kinerja pemerintah desa masih 

kurang dalam hal akuntabilitas dikarenakan kurangnya rasa 

kepedulian kepala Desa Bonda Kase terhadap dana yang lebih. Hal-

hal tersebut yang menjadikan laporan keuangan desa kurang 

transparasi karena setiap uang lebih yang didapat tidak 

dikembalikan lagi kepada bendahara desa.   

 Ketika peneliti melalukan wawancara dengan salah seorang warga 

Desa Bonda Kase mengenai banner yang dipasang disudut jalan 

tersebut masyarakat mengaku bahwa banner  tersebut terakhir 

dipasang tahun anggaran 2018. Pernyataan tersebut mengungkapkan 

bahwa pemerintahan desa belum menerapkan indikator 

transparansi 57  yaitu adanya keterbukaan dalam rapatrapat, 

keterbukaan dalam menerima peran serta dalam menyampaikan 

pendapat dan keterbukaan informasi. Dengan hasil wawancara 

tersebut dapat dikatakan bahwa perangkat desa masih sangat kurang 

koordinasi dengan masyarakat mengenai laporan keuangan desa. 

Untuk kedepannya, laporan keuangan tersebut dilaporkan dengan 

mengajak masyarakat berkumpul dalam majelis dan perangkat desa 

melaporkan kinerjanya selama satu tahun anggaran. 

                                                
57 Widiyanti, Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa ( Doctoral disseertation UIN 

Maulana Malik Ibrahim, 2017)  



 

 

  

BAB V  

PENUTUP  

A. Kesimpulan  

 Berdasasrkan dari hasil pada penelitian dan pembahasan diatas yang 

dilakukan pada bagian bab sebelumnya yang membahas mengenai 

perencanaan pengelolaan keuanagan desa di Desa Bonda Kase, maka 

peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :  

1. Perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Bonda Kase yang 

terdapat di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal sudah lumayan 

baik. Hal ini dilihat dari tahapan perencanaan,tahap pelaksanaan, tahap 

penatausahaan, pelaporan dan petanggungjawaban. Beberapa hal yang 

harus diperhatikan dan diperbaiki adalah pelaksanaan pembayaran harus 

membuat surat penugasan (pernyataan) dalam pertanggungjawaban. 

Kepala desa bersama dengan perangkat desa diberikan arahan dan 

pemahaman terkait dengan peraturan pemerintah yang baru terkait dengan 

pelaporan keuangan. Pertanggungjawaban laporan keuangandisampaikan 

kepada kepala desa dapat lebih diperinci.  

2. Perencanaan pengelolaan keuangan desa pada pemerintahan desa di  

Desa Bonda Kase belum sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 

2018. Hal ini dapat dilihat bahwa ada beberapa tahapan proses 

pengelolaan keuangan yang belum sesuai seperti pelaporan keuangan 

desa sendiri yang seharusnya dilakukan tiga kali dalam setahun yaitu per 

bulan, per tiga bulan, dan per tahun akan tetapi laporan keuangan di 

Desa Bonda Kase dilakukan paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun 

anggaran. Laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan pengelolaan 

APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa)dan itupun 

dicantumkan dalam RPJ (Rencana kerja Bangunan) yang dilaksanakan 

berdasarkan peraturan desa tetapi Desa Bonda Kase hanya membuat 

laporan pertanggungjawaban mengenai APBDesa.  
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B. Saran  

 Berdasarkan hasil dari kesimpulan dan pembahasan diatas, penulis ingin 

menyampaikan saran atau masukan sebagai berikut:  

1. Perlu diupayakan agar dilakukan pemberdayaan/pelatihan terhadap 

pemerintahan desa yang ada di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing 

natal terkhus bagi bendahara desa untuk meningkatkan pemahaman 

dalam membuat laporan pertanggungjawaban yang terjadi sesuai pada 

Peraturan Menteri Negeri  Nomor 20 Tahun 2018 tidak mengalami 

keterlambatan saat pelaporan.  

2. Tim pengawas, baik dari desa maupun kecamatan perlu ditingkatkan 

agar suatu kegiatan pelaksanaan  pembangunan  desa di Bonda Kase 

terpenuhi  dengan yang di lakukan rencana kerja pembangunan yang 

telah di buat dan untuk menghindari terjadinya penyelewangan dana dari 

pihak tertentu.  

3. Kelamahan yang terdapat pada penelitian ini adalah tidak melakukan 

pendalaman dalam mebahas setiap indicator keuangan baik itu dalam 

pengelolaan maupun dalam perencanaan  dan tidak pula membahas hasil 

dari keuangan desa. Saran untuk bagi penelitian selanjutnya tidak 

melakukan pembahsan dari setiap indicator dalam pengelolaan keuanga 

desa di Desa Bonda Kase yang secara mendalam dan detail.  

4. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya dilakukan tidak bertepatan 

dengan pergantian Wali Negara sehingga informan yang dibutuhkan 

lebih paham dan informasi yang diperoleh lebih efektif dan sebaiknya 

mengatur jadwal dengan informan terlebih dahulu untuk melakukan 

wawancara.  

5. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan untuk beberapa negara 

dengan kecamatan yang berbeda-beda, sehingga hasil penelitian dapat 

digeneralisa. 
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